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PERJANJIAN SUBKONTRAK
Nomor: PTO-300-MEC-REQ-0002-PO

antara

PT ADHI KARYA (Persero) Tbk - DEPARTEMEN ENERGI DAN INDUSTRIAL

Dengan
PT HYDRORAYA ADHI PERKASA

PEKERJAAN

TANK AND VESSEL (FABRICATION AND ERECTION)

PADA PROYEK TOBELO PACKAGE GEPP (TOBELO 10 MW & TOBELO-2 20 MW)

Pada hari ini Senin tanggal Delapan bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (08 — 07 — 2024), kami
yang bertandatangan di bawah ini:

1. Saut Pakpahan

2. Mindra Juanda Citra

. Selaku Pelaksana Tugas (PIt.) General Manager Departemen Energi &

Industrial PT Adhi Karya (Persero) Tbk berdasarkan Surat Kuasa Subtitusi
tanggal 03 Juni 2024 yang didaftarkan dengan No. 136/Draft.Not-SH/2024
pada tanggal 29 Mei 2023 yang berkedudukan di Gedung Kolaboratif, Jalan
Raya Pasar Minggu KM. 18, Jakarta - 12510, yang dalam hal ini dalam
jabatannya bertindak untuk dan atas nama perseroan tersebut selanjutnya
disebut sebagai, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

: Selaku Direktur PT Hydroraya Adhi Perkasa berdasarkan Akta Notaris

Juniaty Tedjaputera, SH. Nomor 01 tanggal 27 Juni 2023 yang secara sah
berhak dan berwenang dalam jabatannya bertindak untuk dan atas nama
perseroan tersebut yang berkedudukan di JI. Raya Pasar Kemis KM. 7 Kp.
Cilongkok, Desa/Kel. Sukamantri, Kec. Pasar Kemis, Kab. Tangerang,
Provinsi Banten - 15560 untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan
secara sendiri-sendiri disebut sebagai PIHAK.

PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk mengadakan Perjanjian Pekerjaan Tank And Vessel (Fabrication
& Erection) Pada Proyek Tobelo Package GEPP (Tobelo10 MW & Tobelo-2 20 MW) Selanjutnya disebut
sebagai "Pekerjaan” yang mengikat berdasarkan pada:

Engineering SCM Bureau Operation Contract Bureau | Finance Bureau Project
Vendor
Bureau Manager Manager Bureau Manager Manager Manager Manager
ot M —— |} 4 { =— |t vz, 4
= L} / \ N 1 2 \ 3




10.

11.

12.

13.

. Bahwa PIHAK PERTAMA telah menerima Kontrak dengan nomor 1486.PJ/DAN.01.03/F01000000/2023

tanggal 10 November 2023 dari PT PLN (Persero) (selanjutnya disebut “PEMBERI TUGAS") untuk
Pelaksanaan Tobelo Package GEPP (Tobelo 10 MW & Tobelo-2 20 MW) dan PIHAK PERTAMA
menerima dan mematuhi segala ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Pasal-pasal
KONTRAK tersebut. Akfifitas pelaksanaan pekerjaan tersebut selanjutnya disebut sebagai PROYEK.
Bahwa proses pengadaan mengacu pada Surat Keputusan Direksi No. 014-6/2022/111 tentang MP 015
Manual Pengadaan Barang dan Jasa PT Adhi Karya (Persero) Tbk Edisi Il tahun 2022.

Bahwa PIHAK PERTAMA bermaksud untuk melaksanakan dan mensub-kontrakkan Pengadaan
tersebut di atas kepada PIHAK KEDUA.

Bahwa PIHAK KEDUA telah mengajukan penawaran harga Pekerjaan kepada PIHAK PERTAMA nomor
HpQ 24 032 Amend 05 melalui Eproc tanggal 7 Mei 2024.

Bahwa PARA PIHAK telah melakukan negosiasi dan klarifikasi berdasarkan Berita Acara Klarifikasi dan
Negosiasi tanggal 13 Juni 2024 dan 28 Juni 2024.

Bahwa PIHAK PERTAMA telah menerbitkan Surat Penunjukan Pemenang Tender Pekerjaan kepada
PIHAK KEDUA nomor: 345/E[-VI/2024 tanggal 1 Juli 2024.
Bahwa PIHAK PERTAMA telah menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Tender Pengadaan
kepada PIHAK KEDUA nomor: PTO-300-MEC-REQ-0002-SPMK tanggal 4 Juli 2024.

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA mengakui dan menyatakan sehubungan dengan
penandatanganan Perjanjian SUBKONTRAK ini masing-masing pihak:

a. Telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Perjanjian Subkontrak ini;

b. Menandatangani Perjanjian Subkontrak ini setelah meneliti secara patut.

Bahwa Peristilahan dan ungkapan dalam Perjanjian SUBKONTRAK ini memiliki arti dan makna yang
sama seperti yang tercantum dalam lampirannya.

Bahwa PIHAK KEDUA memiliki keahlian profesional, personil dan sumber daya teknis, serta telah
menyetujui untuk menyediakan Pengadaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan
dalam Perjanjian ini;

Bahwa PIHAK KEDUA akan mematuhi, memenuhi syarat-syarat, dan ketentuan serta spesifikasi dari
PIHAK PERTAMA dan PEMBERI TUGAS.

Bahwa PIHAK KEDUA akan mendukung, mematuhi dan memenuhi KEBIJAKAN MUTU dan
KEBIJAKAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA LINGKUNGAN PT Adhi Karya (Persero) Thk.
Bahwa PIHAK KEDUA akan mendukung, mematuhi dan memenuhi “KEBIJAKAN SISTEM
MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN" yang merupakan komitmen bersama PT Adhi Karya (Persero) Tbk
dan rekanan yang tertuang dalam 1SO 37001.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Perjanjian Subkontrak
dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur lebih lanjut dalam pasal-pasal berikut ini:
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1. Maksud

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

dibuat Perjanjian ini adalah sebagai landasan hukum bagi PARA PIHAK dalam rangka

Pelaksanaan Pengadaan

Tujuan dibuat Perjanjian ini adalah untuk mengatur Pengadaan pemberian hak dan kewajiban oleh

PARA PIHAK dalam melaksanaan Pelaksanaan Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat
1 pada proyek Tobelo Package GEPP (Tobelo 10 MW & Tobelo-2 20 MW) sampai dengan selesai serta

diterima

dengan baik oleh PIHAK PERTAMA dan PEMBERI TUGAS dan/atau KONSULTAN

PENGAWAS.

PASAL 2
LINGKUP PENGADAAN

PIHAK PERTAMA menunjuk PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima penunjukan tersebut dan
bertanggung jawab untuk melaksanakan lingkup pengadaan yang meliputi:
A. Lingkup pengadaan PIHAK KEDUA:

a.

Melaksanakan pekerjaan Tank And Vessel (Fabrication & Erection) dalam kondisi baru beserta
jasa lainnya yang disyaratkan sesuai dengan Regquisition No. PTO-300-MEC-REQ-0002
beserta Supplementary Notice (SN) #01 dan dokumen tambahan lainnya (jika ada).

b. Melaksanakan penyediaan Dokumen Engineering & Detail Design Tank And Vessel.
¢. Melaksanakan penyediaan material Tank & Accessories, kecuali material Plate Tank untuk

e ™o

_:3.—?r‘r'r'

e

Roof, Shell dan Bottom.

Melaksanakan penyediaan material Vessel & Accessories, kecuali material Plate Vessel untuk
Shell, Head dan Saddle.

Melaksanakan Test Commissioning Tank And Vessel.

Melaksanakan pekerjaan Blasting dan Painting Tank And Vessel.

Melaksanakan Factory Acceptance Test (FAT) Tank And Vessel.

Melaksanakan proses packing dan loading material + alat kerja beserta pengiriman material +
alat kerja dari workshop sampai lokasi PROYEK.

Melaksanakan proses demobilization Tool Equipment dari Site ke Vendor Workshop.
Melaksanakan proses Mobilization & Demobilization Manpower dari Jakarta ke Site Tobelo.
Melaksanakan penyediaan Lifting Gear dan Manpower Rigger dan Scafolder.

Melaksanakan penyediaan Genset beserta dengan operator dan bahan bakarnya.

. Melaksanakan penyediaan Site Office dan Store beserta dengan air dan Listrik.

Melaksanakan penyediaan Pompa Hydrotest dan temporary connecting pipe untuk kegiatan
Hydrotest.
Melaksanakan penyediaan Site Accomodation, Mess untuk pekerja dan Project Management.
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p. Melaksanakan pembuatan dokumen packing list, dokumentasi pekerjaan, schedule
Pelaksanaan pekerjaan, serta menyediakan Inspection Report.

g. Melaksanakan penyediaan Manufacture Data Record (MDR) Tank And Vessel (Fabrication &
Erection).

Lingkup pengadaan PIHAK PERTAMA:

a. Melaksanakan Civil Work (Pondasi, Grouting).

Melaksanakan Penyediaan Dokumen Engineering & Basic Design Tank And Vessel.
Melaksanakan penyediaan material Plate Tank untuk Roof, Shell dan Boftom.

Melaksanakan penyediaan material Plate Vessel untuk Shell, Head dan Saddle.
Melaksanakan review dan persetujuan Detfail Design yang telah diselesaikan PIHAK KEDUA
sebelum dilakukan proses fabrikasi/pengadaan.

Melaksanakan penyediaan Crane beserta Operator dan bahan bakarnya.

Melaksanakan penyediaan material Scafolding.

Melaksanakan penyediaan Paramedic.

Melaksanakan penyediaan air untuk kebutuhan Hydrotest.

Bongkar muat di lokasi Proyek menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

Berkoordinasi dengan PEMBERI TUGAS pada proses pengadaaan & Pekerjaan Tank And
Vessel (Fabrication & Erection).

® oo o

PASAL 3
DASAR PELAKSANAAN PENGADAAN

1. Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Perjanjian ini harus dilaksanakan oleh PIHAK
KEDUA sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku dan merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Perjanjian ini, dan tersurat dalam:

o QO
=

o O
-

Perjanjian ini dengan segala perubahannya / amandemennya (apabila ada);

Syarat-Syarat Khusus [SSK];

Syarat-Syarat Umum [SSUJ;

Surat Perintah Mulai Kerja [SPMK] Tender Pengadaan kepada PIHAK KEDUA nomor: PTO-300-
MEC-REQ-0002-SPMK tanggal 4 Juli 2024,

Surat Penunjukan Pemenang Tender Pengadaan kepada PIHAK KEDUA nomor: 345/EIl-VI/2024
tanggal 1 Juli 2024,

Penawaran harga akhir Pengadaan kepada PIHAK PERTAMA PT. Adhi Karya (Persero) Thk —
Departemen Energi & Industrial nomor HpQ 24 032 REV 6 tanggal 18 Juli 2024;

Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Tanggal 13 Juni 2024 dan 28 Juni 2024;
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h) Bidding Document No. PTO-300-MEC-REQ-0002-BDT Rev 0 beserta Engineering Requisition No.
PTO-300-MEC-REQ-0002 Rev 0C beserta Supplementary Notice (SN) #01 dan dokumen tambahan
lainnya (jika ada).

i) Semua ketentuan dan syarat-syarat mengenai administrasi, teknik Pengadaan Pengadaan dan
keselamatan kerja yang sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang
berlaku;

j) Penjelasan, petunjuk dan peringatan baik tertulis maupun lisan yang selanjutnya menjadi instruksi
tertulis yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA atau WAKIL LAPANGAN PIHAK PERTAMA untuk
mencapai maksud dan tujuan yang berlaku;

k) Perubahan Pengadaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan Dokumen
Subkontrak, hanya dapat dilakukan setelah mendapat instruksi atau persetujuan tertulis dari PIHAK
PERTAMA atau WAKIL LAPANGAN PIHAK PERTAMA dan untuk dijadikan bahan perhitungan
Pengadaan tambah kurang sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 8 Pekerjaan Tambah Kurang
SSu;

. PIHAK KEDUA mengikatkan diri kepada PIHAK PERTAMA untuk pelaksanaan Pekerjaan dengan

ketentuan dan spesifikasi teknis yang sama seperti PIHAK PERTAMA terikat kepada PEMBERI TUGAS

untuk pelaksanaan Pekerjaan tersebut menurut Peran ini. Apabila ada perubahan spesifikasi dalam

pelaksanaan harus dituangkan dalam Amandemen Perjanjian terlebih dahulu sebelum dikerjakan di

lapangan.

Apabila timbul pertanyaan mengenai penafsiran gambar atau spesifikasi, pertanyaan tersebut akan

diajukan kepada PIHAK PERTAMA atau WAKIL LAPANGAN PIHAK PERTAMA dan keputusan dari

PIHAK PERTAMA atau WAKIL LAPANGAN PIHAK PERTAMA merupakan keputusan terakhir dan

mengikat PARA PIHAK.

PASAL 4
HARGA SUBKONTRAK

. Besarnya Harga Subkontrak sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini adalah Rp 12.154.500.000

(terbilang Dua Belas Miliar Seratus Lima Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

. Harga Subkontrak diperhitungkan berdasarkan Fixed Unit Price dengan perincian terlampir pada

Lampiran

. Di dalam Harga Subkontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 dan 2, sudah termasuk:

a. Semua upaya yang diperlukan untuk memenuhi lingkup pengadaan sebagaimana yang dinyatakan
dalam Pasal 2 Perjanjian ini.

b. PPN 11% (sebelas persen) dan PPh Final;
Semua biaya langsung, biaya tidak langsung, overhead dan profit PIHAK KEDUA; VAT/PPN lokal,
pajak penghasilan sesuai dengan Peraturan Pemerintah; biaya masuk [jika ada], VAT/pajak
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4.

penghasilan terkait dengan impor [jika ada]; biaya muat di pabrik, transportasi darat ke lapangan;
asuransi transportasi, biaya manpower untuk supervisi selama masa pekerjaan installasi;

d. Risiko atas upah minimum, bahan bakar, perubahan peraturan, fluktuasi nilai fukar uang asing,
bentuk biaya-biaya yang timbul akibat Pengadaan ini termasuk hiaya keamanan, biaya koordinasi
perjalanan sampai dengan masuk lingkungan proyek;

e. Dan risiko-risiko lainnya termasuk semua usaha yang dibutuhkan unfuk memenuhi ketentuan
Pemberi Tugas dan PIHAK PERTAMA untuk Keselamatan & Kesehatan kerja dan untuk memenuhi
ketentuan hukum yang berlaku;

f.  Semua risiko baik mengenai salah hitung terhadap Harga Satuan maupun Harga Subkontrak
Pengadaan yang diajukan dan biaya-biaya lain yang tak terduga adalah tetap menjadi tanggung
jawab PIHAK KEDUA;

g. Dan lain-lain.

Di dalam Harga Subkontrak Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 ini, tidak
termasuk beban biaya yang timbul akibat bunga Diskonto SCF.

PASAL 5
TATA CARA PEMBAYARAN

Pembayaran harga Subkontrak tersebut pada Pasal 4 Perjanjian ini dilakukan dengan cara sebagai
berikut:

a. 20% dari total nilai Harga Satuan setelah Manufacture/Fabrikasi Workshop;

b. 30% dari total nilai Harga Satuan setelah Material On Site;

c. 35% dari total nilai Harga Satuan setelah Installation;

d. 10% dari total nilai Harga Satuan setelah TOG/Commissioning

e. 5% dari total nilai Harga Satuan setelah PIHAK KEDUA submit Manufacture Data Record (MDR).
Untuk melaksanakan pengadaan ini PIHAK KEDUA tidak memperoleh pembayaran uang muka dari
PIHAK KESATU.
Pembayaran Setelah Manufacture/Fabrikasi Workshop akan dilakukan dengan menggunakan Supply
Chain Finance (SCF) Tenor 180 hari setelah dokumen tagihan diterima lengkap dan benar oleh bagian
keuangan PIHAK PERTAMA yang meliputi:
a. Invoice, 1 (satu) asli dan 1 (satu) salinan;
b. Kuitansi bermaterai 1 (satu) asli;
c. NPWP, SKT (Surat Keterangan Terdaftar), SPPKP (Surat Pengukuhan Pengusaha Kena pajak) dan
E-NOFA 1 (satu) salinan;
Faktur Pajak, 1 (satu) asli;
Interim Payment Certificate, 1 (satu) asli dan 1 (satu) salinan;
Interim Progress Certificate, 1 (satu) asli dan 1 (satu) salinan;
Daily Report + Inspection Report,;

@ -0 a
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Berita Acara Pembayaran (BAP) rangkap 2 (dua) bermaterai silang;
Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) rangkap 2 (dua);
Salinan Perjanjian Subkontrak beserta dengan Amandemen (jika ada);
Jaminan Pelaksanaan 1 (satu) asli;

Surat Pengantar dengan disertakan Kop Perusahaan.

4, Pembayaran Setelah Material On Site akan dilakukan dengan menggunakan Supply Chain Finance
(SCF) Tenor 180 hari setelah dokumen tagihan diterima lengkap dan benar oleh bagian keuangan PIHAK
PERTAMA yang meliputi:

a.
b.
c.

S g T T o o a

Invoice, 1 (satu) asli dan 1 (satu) salinan;

Kuitansi bermaterai 1 (satu) asli;

NPWP, SKT (Surat Keterangan Terdaftar), SPPKP (Surat Pengukuhan Pengusaha Kena pajak) dan
E-NOFA 1 (satu) salinan;

Faktur Pajak, 1 (satu) asli;

Interim Payment Certificate, 1 (satu) asli dan 1 (satu) salinan;

Interim Progress Certificate, 1 (satu) asli dan 1 (satu) salinan;
Delivery Order/Packing List, 1 (satu) asli dan 1 (satu) salinan;
Inspection Release Certificate/IRC, 1 (satu) salinan;

Berita Acara Pembayaran (BAP) rangkap 2 (dua) bermaterai silang;
Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) rangkap 2 (dua);
Lampiran Berita Acara Serah Terima Barang dalam rangkap 2 (dua);
Salinan Perjanjian Subkontrak beserta dengan Amandemen (jika ada);

. Salinan Jaminan Pelaksanaan;

Surat Pengantar dengan disertakan Kop Perusahaan.

3 Pembayaran Setelah Installation akan dilakukan dengan menggunakan Supply Chain Finance (SCF)
Tenor 180 hari setelah dokumen tagihan diterima lengkap dan benar oleh bagian keuangan PIHAK
PERTAMA yang meliputi:

a.
b.
c.

T T e 0o o

Invoice, 1 (satu) asli dan 1 (satu) salinan;

Kuitansi bermaterai 1 (satu) asli;

NPWP, SKT (Surat Keterangan Terdaftar), SPPKP (Surat Pengukuhan Pengusaha Kena pajak) dan
E-NOFA 1 (satu) salinan;

Faktur Pajak, 1 (satu) asi;

Interim Payment Certificate, 1 (satu) asli dan 1 (satu) salinan;

Interim Progress Certificate, 1 (satu) asli dan 1 (satu) salinan;

Daily Report + Inspection Report,

Berita Acara Pembayaran (BAP) rangkap 2 (dua) bermaterai silang;
Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) rangkap 2 (dua);
Lampiran Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dalam rangkap 2 (dua);
Salinan Perjanjian Subkontrak beserta dengan Amandemen (jika ada);
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. Salinan Jaminan Pelaksanaan;

m. Surat Pengantar dengan disertakan Kop Perusahaan.

6. Pembayaran Setelah pelaksanaan TOC/Commissioning akan dilakukan dengan menggunakan Supply

Chain Finance (SCF) Tenor 180 hari setelah dokumen tagihan diterima lengkap dan benar oleh bagian
keuangan PIHAK PERTAMA yang meliputi:

a. Invoice, 1 (satu) asli dan 1 (satu) salinan;

b. Kuitansi bermaterai 1 (satu) asli;

c. NPWP, SKT (Surat Keterangan Terdaftar), SPPKP (Surat Pengukuhan Pengusaha Kena pajak) dan

E-NOFA 1 (satu) salinan;

3 —~T T 5ga™oa

Faktur Pajak, 1 (satu) asli;
Interim Payment Certificate, 1 (satu) asli dan 1 (satu) salinan;
Interim Progress Certificate, 1 (satu) asli dan 1 (satu) salinan;
Commissioning Report + Taking Over Cetrtificate, 1 (satu) asli dan 1 (satu) salinan;
Berita Acara Pembayaran (BAP) rangkap 2 (dua) bermaterai silang;
Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) rangkap 2 (dua);
Lampiran Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dalam rangkap 2 (dua);
Salinan Perjanjian Subkontrak beserta dengan Amandemen (jika ada);
Salinan Jaminan Pelaksanaan;
. Surat Pengantar dengan disertakan Kop Perusahaan.

d Pembayaran Setelah PIHAK KEDUA Submit Manufacture Data Record (MDR) akan dilakukan dengan
menggunakan Supply Chain Finance (SCF) Tenor 180 hari setelah dokumen tagihan diterima lengkap
dan benar oleh bagian keuangan PIHAK PERTAMA yang meliputi:

a. Invoice, 1 (satu) asli dan 1 (satu) salinan;
b. Kuitansi bermaterai 1 (satu) asli;
NPWP, SKT (Surat Keterangan Terdaftar), SPPKP (Surat Pengukuhan Pengusaha Kena pajak) dan
E-NOFA 1 (satu) salinan;

—FT e e a

Faktur Pajak, 1 (satu) asli;
Interim Payment Certificate, 1 (satu) asli dan 1 (satu) salinan;

Interim Progress Certificate, 1 (satu) asli dan 1 (satu) salinan;
Manufacture Data Record (MDR), 1 (satu) asli dan 5 (lima) salinan;
Berita Acara Pembayaran (BAP) rangkap 2 (dua) bermaterai silang;
Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) rangkap 2 (dua);
Lampiran Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dalam rangkap 2 (dua);
Salinan Perjanjian Subkontrak beserta dengan Amandemen (jika aday);
Salinan Jaminan Pelaksanaan;
m. Surat Pengantar dengan disertakan Kop Perusahaan.

8. Untuk penandatanganan dokumen tagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 2 merujuk pada

Pasal 21 SSU.
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10.

1.

12.

13.

14.

15.

Pada setiap Interim Payment Certificate dan BAP harus sudah diperhitungkan atau dikurangi dengan
pajak-pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dan potongan lainnya.

Pembayaran mengikuti progres Pelaksanaan Pengadaan pada Pasal 5 point 1 dengan pengukuran
kemajuan bulanan, sesuai dengan progres Pelaksanaan Pengadaan dan BASTB/BAPP yang telah
disetujui oleh PIHAK PERTAMA.

Pemotongan retensi sebesar 5% (lima persen) secara proporsional dan Pembayaran atas pengembalian
potongan retensi akan dilaksanakan 30 (tiga puluh) hari setelah invoice retensi diterima lengkap dan
benar oleh bagian keuangan PIHAK PERTAMA dilampiri dengan Berita Acara Serah Terima Kedua/akhir
pekerjaan yang ditandatangani PARA PIHAK, Dalam hal ini nilai pemotongan Retensi dapat digantikan
dengan Jaminan Retensi hingga masa pemeliharaan berakhir.

Pembayaran oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dilakukan melalui pencairan oleh PIHAK
KEDUA atas Non Cash Loan [SCF] tenor 180 (seratus delapan puluh) hari yang telah diterbitkan oleh
PIHAK PERTAMA dan bunga diskonto ditanggung oleh PIHAK PERTAMA.

Pembayaran reimburse tenor SCF akan dilakukan menggunakan Telegraphic Transfer tempo 30 (tiga
puluh) hari kerja setelah dokumen tagihan (reimburse) diterima lengkap dan benar oleh bagian keuangan
PIHAK PERTAMA dilengkapi dengan Credit Advice dari Bank Penerbit dan copy Subkontrak.

Pada saat menyampaikan Tagihan Akhir, PIHAK KEDUA harus menyampaikan pernyataan
Pembebasan dari kewajiban yang memastikan bahwa total Tagihan Akhir merupakan penyelesaian
secara penuh dan final atas seluruh uang yang menjadi hak PIHAK KEDUA berdasarkan atau dalam
kaitannya dengan Subkontrak. pembebasan dari kewajiban dapat menyatakan bahwa akan berlaku
efektif ketika PIHAK KEDUA menerima Jaminan Pelaksanaan dan sisa pembayaran. dalam mana
pembebasan akan efektif pada tanggal tersebut.

Pembayaran atas tagihan akan dilakukan melalui;

Nama Bank : Bank Mandiri

Nomor Akun : 155.000.167.1364

Nama Akun . PT Hydroraya Adhi Perkasa
Nama Bank . Bank Negara Indonesia (BNI)
Nomor Akun . 7828882888

Nama Akun . PT Hydroraya Adhi Perkasa
Nama Bank . Bank Rakyat Indonesia (BRI)
Nomor Akun : 060901270797308

Nama Akun . PT Hydroraya Adhi Perkasa

PIHAK KEDUA harus menyediakan 3 rekening Bank Pemerintah (BRI, Mandiri, BNI)
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PASAL 6
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PENGADAAN

Jangka Waktu Pengadaan sesuai dengan Lingkup Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
Perjanjian ini yaitu selama 192 (seratus sembilan puluh dua) hari kalender, terhitung mulai tanggal Lima
bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (05-07-2024) dan berakhir sampai dengan tanggal Tiga
Belas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (13-01-2025),
Jangka Waktu Pelaksanaan Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 1 tidak dapat
diubah oleh PIHAK KEDUA, kecual:

a. Apabila ada persetujuan tertulis dari PROJECT MANAGER/PROJECT DIRECTOR sebagai wakil

dari PIHAK PERTAMA

b. Adanya “Keadaan Kahar’ (Force Majeure) seperti diatur dalam Pasal 14 SSU.
Pengadaan harus selesai dan diserahkan kepada PIHAK PERTAMA dan waktu Pengadaan tersebut
sudah memperhitungkan hari-hari libur, pengaruh faktor hujan dan cuaca yang tidak baik, mobilisasi dan
demobilisasi, transportasi, fabrikasi (apabila ada), dan izin-izin yang berkenaan dengan Pengadaan
tersebut.

PASAL 7
MASA GARANSI

Masa Garansi untuk hasil pelaksanaan Pekerjaan ini adalah selama 32 (Tiga Puluh Dua) bulan terhitung
sejak tanggal Completion Work atau 24 (Dua Puluh Empat) bulan terhitung sejak tanggal serah terima
pertama selesai dilaksanakan 100% (seratus persen) dan diterima oleh PIHAK PERTAMA dalam
keadaan baik, yang dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Pertama Pengadaan (BAST I/ PHO).
Apabila masa pemeliharaan ini telah dilaksanakan dengan baik oleh PIHAK KEDUA serta diterima dan
disetujui oleh PIHAK PERTAMA dan PEMBERI TUGAS atau KONSULTAN PENGAWAS, maka akan
diterbitkan Berita Acara Serah Tetima Kedua (BAST II/FHO). Dalam hal ini adanya perbaikan-perbaikan
melebihi waktu yang felah ditetapkan dalam Pasal ini, maka masa pemeliharaan dihitung sampai dengan
selesainya perbaikan dan semua biaya yang timbul menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

Segala kekurangan, kerusakan atau kesalahan lain yang timbul dalam masa pemeliharaan yang
disebabkan oleh bahan-bahan/peralatan dan cara Pengadaan yang tidak sesuai dengan ketentuan dalm
Dokumen Subkontrak, akan diperinci oleh PIHAK PERTAMA dalam sebuah daftar kerusakan (defect
list).

Selama masa pemeliharaan PIHAK KEDUA harus segera memperbaiki semua kekurang-sempurnaan
Pengadaan yang diminta oleh PIHAK PERTAMA antara lain:

a. Perbaikan karena mutu material yang kurang baik;

b. Perbaikan karena mutu Pengadaan yang kurang baik;

c. Perbaikan karena retak muai/susut;

d. Perbaikan karena sebab lain di luar kesalahan dalam pemakaian.
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5. Apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan perbaikan sampai batas waktu 7 x 24 jam atau sesuai
dengan jangka waktu yang disampaikan oleh PIHAK PERTAMA/WAKIL PIHAK PERTAMA secara
tertulis, maka PIHAK PERTAMA dapat secara sepihak akan menunjuk PIHAK KETIGA untuk
melaksanakan perbaikan tersebut, seluruh biaya yang timbul akibat perbaikan tersebut menjadi
tanggungan PIHAK KEDUA dan dipotong dari sisa pembayaran. Jika sisa pembayaran tidak mencukupi
maka akan dipotongkan dari jaminan retensi.

6. Selama masa pemeliharaan PIHAK KEDUA harus melaksanakan pemeliharaan semua peralatan yang
menurut rekomendasi pabrik yang bersangkutan harus dipelihara, setiap saat PIHAK KEDUA harus
menyediakan tenaga ahli yang dapat langsung melaksanakan tugas pemeliharaan.

7. Besarnya nilai Jaminan Retensi sekurang-kurangnya adalah sama dengan nilai retensi 5% (lima persen)
yang diterima oleh PIHAK KEDUA, dengan masa berlaku terhitung sejak tanggal Completion Work atau
tanggal serah terima pertama selesai sampai dengan berakhirnya masa pemeliharaan yang ditentukan
pada Pasal 7.

8. Pengembalian Jaminan Retensi akan dilakukan 30 (Tiga Puluh) hari kerja setelah dokumen tagihan
diterima lengkap dan benar oleh bagian keuangan PIHAK PERTAMA yang meliputi:

Invoice / kuitansi dalam rangkap 2 (dua);

Berita Acara Pembayaran dalam rangkap 2 (dua);

Berita Acara Serah Terima Pengadaan Kedua (BAST Il / FHO) dalam rangkap 2 (dua);

Jaminan Retensi 1 (satu) asli;

Salinan Perjanjian Subkontrak atau Amandemen (bila ada);

Menyertakan laporan SPT tagihan sebelumnya (bila ada);

g. Dokumen lainnya yang disyaratkan oleh bagian Keuangan PIHAK PERTAMA.

9. Pengembalian Jaminan Retensi sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat 8, akan dilakukan melalui rekening

PIHAK KEDUA, sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat 15.

o o0 o

PASAL 8
UANG MUKA DAN JAMINAN UANG MUKA

Tidak Dapat Diterapkan

PASAL 9
JAMINAN PELAKSANAAN

1. PIHAK KEDUA harus menyerahkan surat Jaminan Pelaksanaan Asli untuk Pengadaan sebesar 5%
(Lima persen) dari seluruh harga subkontrak Pengadaan Perjanjian dengan nilai Rp 607.725.000,-
(terbilang — Empat Ratus Enam Belas Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) paling lambat waktu 14
(empat belas) hari kerja setelah ditandatanganinya Perjanjian ini oleh PARA PIHAK.
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2. Jaminan Pelaksanaan dari PIHAK KEDUA dapat berupa Bank Garansi yang bersifat unconditional
diterbitkan oleh Bank dengan penerbit dan redaksi jaminannya harus mendapat persetujuan terlebih
dahulu oleh PIHAK PERTAMA, masa berlaku Jaminan Pelaksanaan terhitung sejak tanggal
ditandatangani Perjanjian ini oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sampai dengan berakhirmya
jangka waktu Pengadaan yang ditentukan pada Pasal 6 ditambah 30 (enam puluh) hari kalender,
serta dapat diperpanjang/ditambah masa berlakunya apabila diperlukan.

3. Biaya untuk mendapatkan Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat 1 ditanggung
PIHAK KEDUA.

4. Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 1, akan dikembalikan 14 (empat
belas) hari kerja setelah ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (BAST
I/PHO) oleh PARA PIHAK.

5. PIHAK KEDUA wajib mengganti dan menyesuaikan Jaminan Pelaksanaan apabila terdapat perubahan
pada Harga Subkontrak Pengadaan dan Jangka Waktu Pengadaan sesuai dengan kesepakatan PARA
PIHAK.

PASAL 10
GANTI RUGI (LIQUIDATED DAMAGES)

Jika PIHAK KEDUA gagal untuk melakukan penyelesaian pekerjaan tepat waktu secara keseluruhan atau
sebagian karena alasan yang timbul dari PIHAK KEDUA, PIHAK KEDUA harus membayar kepada PIHAK
PERTAMA Satu per mil [0,1%] dari keterlambatan untuk setiap hari kalender sampai dengan maksimal
Sebelas koma satu persen [11.1%] dari harga total sebagai ganti rugi.

PIHAK KEDUA harus bertanggung jawab atas kerugian dan kerusakan akibat kemasan yang tidak sesuai.

PASAL 11
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA LINGKUNGAN (K3L)

PIHAK KEDUA wajib menerapkan Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan (K3L) yang

berlaku di lingkungan proyek, yang berupa:

1. Memberikan jaminan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja bagi semua tenaga kerja untuk
mencapai nihil kecelakaan kerja serta menjaga lingkungan sesuai dengan ketentuan / norma yang
berlaku.

2. Menjamin terlaksananya usaha pencegahan kecelakaan kerja dan kerusakan lingkungan pada semua
tingkatan Proses Pelaksanaan Pengadaan dan selalu terus berupaya mewujudkan tidak ada kecelakaan
kerja dan kerusakan lingkungan dengan memakai dan menggunakan alat-alat keselamatan dan
kesehatan kerja lingkungan.
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Menyusun dan mempresentasikan rencana keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan (HSE Plan)
yang didalamnya mencakup: kondisi lingkungan, identifikasi bahaya dan risiko K3L, penerapan
standar/hukum K3L, sasaran dan program kerja K3L, pengendalian operasional K3L, inspeksi K3L dan
tinjauan manajemen K3L sebagai jaminan pelaksanan penerapan K3L, sebelum pelaksanaan
Pengadaan sebagai dasar pelaksanaan penerapan K3L,

Pengadaan dan penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) secara tertib dan konsisten selama pelaksanaan
Pengadaan di proyek seperti: helm, sepatu, masker (pelindung mulut dan hidung), sarung tangan,
pelindung telinga, sabuk keselamatan (safety haress) dan lain sebagainya, sesuai dengan katagori
tingkat risiko hasil identifikasi bahaya dan risiko K3L dengan memenuhi standar, sebagaimana yang
dipersyaratkan dalam prosedur penerapan K3L Nomor Dokumen BP 014 HS P01 Prosedur Penerapan
Sistem Manajemen K3L.

Menjamin hygiene (Kesehatan Lingkungan Kerja) dan kebersihan lokasi kefja atas dampak hasil
Pelaksanaan Pengadaannya termasuk pengendalian sampah-sampah sisa pelaksanaan Pengadaan
dan sampah yang berasal dari luar pelaksanaan Pengadaan (pekerja, bungkusan makanan, plastik
makanan, bungkus rokok, puntung rokok dan lain sebagainya) serta melakukan pengelolaan sampah
tersebut agar tidak mencemari lingkungan sekitar.

PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan Pengadaannya, wajib menjalankan Protokol Kesehatan Covid-19
sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku serta setiap personil dan tenaga kerja PIHAK KEDUA
terutama yang ditempatkan di Proyek diwajibkan yang telah mengikuti program vaksinasi Covid-19 dan
dapat menunjukan Sertifikat Vaksin Covid-19 tersebut kepada PIHAK PERTAMA.

Untuk menjamin terlaksananya program pelaksanaan penerapan sistem manajemen K3L sebagaimana
disebutkan pada Pasal 4 ayat 1 s/d ayat 6 SSU, PIHAK KEDUA harus menempatkan petugas K3L
memiliki kompetensi yang cukup dan bersertifikat AHLI dalam bidang K3 konstruksi dan memiliki
kewenangan penuh dalam penerapan K3L untuk dapat berkoordinasi dengan HSE Officer

. Apabila PIHAK KEDUA tidak melengkapi kelengkapan persyaratan Pasal 4 ayat 1 s/d 7 SSU selama
pelaksanaan Pengadaannya, maka PIHAK PERTAMA akan memberlakukan penghentian Pengadaan
dan/atau sanksi di lapangan dan atas segala biaya yang timbul akibat pemberlakuan sanksi ini menjadi
tanggung jawab PIHAK KEDUA.
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PASAL 12
HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN SENGKETA

Perjanjian ini dilaksanakan berdasarkan hukum Republik Indonesia pada hari, bulan, dan tahun
sebagaimana tersebut di atas.

Setiap dan semua sengketa yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian ini atau bagian apa pun
daripadanya, jika tidak dapat diselesaikan secara damai oleh Para Pihak, harus diserahkan ke arbitrase, oleh
Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang beralamat di Gedung Wahana Graha lantai 1 & 2, Jalan
Mampang Prapatan No.2 Jakarta, Indonesia di bawah aturan arbitrase tersebut yang berlaku saat itu di saat
sengketa yang dilakukan oleh panel yang terdiri dari tiga arbiter yang ditunjuk sesuai dengan aturan tersebut.
Prosesnya harus dalam bahasa Indonesia. Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat Para Pihak.
Arbitrase dapat dimulai sebelum atau setelah selesainya Pekerjaan. Kewajiban Para Pihak tidak akan diubah
karena alasan arbitrase yang sedang ditakukan selama kemajuan Pekerjaan.

Para Pihak melepaskan hak untuk banding atau mengajukan keberatan terhadap putusan tersebut
berdasarkan hukum apapun. Putusan arbitrase dapat diajukan di pengadilan yang berwenang, dan
permohonan dapat diajukan ke pengadilan tersebut untuk perintah pelaksanaan oleh pengadilan.

PASAL 13
SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN

a. Setiap Pihak tidak boleh, dan harus memastikan bahwa karyawan dan agennya tidak boleh,
menawarkan, memberi atau setuju untuk memberikan kepada siapa pun, atau menerima atau setuju
untuk menerima dari siapa pun, baik untuk dirinya sendiri atau atas nama orang lain, hadiah,
pembayaran apa pun, pertimbangan, keuntungan finansial atau non-finansial dalam bentuk apa pun,
yang merupakan praktik ilegal atau korupsi menurut hukum negara mana pun, baik secara langsung
maupun tidak langsung sehubungan dengan Perjanjian ini, atau selain yang terkait dengan Perjanjian
ini (“Kewajiban Pemberantasan Korupsi”).

b. Masing-masing Pihak harus segera mengungkapkan secara tertulis kepada Pihak lain perincian tentang
setiap pelanggaran Kewajiban Antikorupsi. Ini adalah kewajiban yang berkelanjutan.

c. Sefiap Pihak harus: (i) selalu menjaga kepatuhan yang ketat terhadap Kewajiban Antikorupsi; (ii)
memantau karyawan, agen, dan subkontraktornya yang bertindak untuk atau atas nama Pihak lain
untuk memastikan kepatuhan terhadap Kewajiban Antikorupsi; dan (iii) menjelaskan, dalam semua
urusannya atas nama Pihak lain, bahwa Pihak lain diharuskan untuk bertindak, dan bertindak, sesuai
dengan Kewajiban Antikorupsi.

d. Masing-masing Pihak menyatakan dan menjamin bahwa pihaknya tidak terlibat dan tidak akan terlibat
dalam tindakan apa pun dengan penawar lain atau pihak ketiga untuk menunjuk penawar yang berhasil,
untuk memungkinkan PIHAK KEDUA menang, atau tindakan lainnya yang akan diselidiki atas
kecurigaan persekongkolan tender oleh otoritas terkait, dalam prosedur tender untuk Proyek.
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e. Masing-masing Pihak menyatakan dan menjamin bahwa ia akan mematuhi semua hukum dan

peraturan yang beraku di mana pekerjaan untuk Proyek akan dilakukan, baik nasional, provinsi,
kotamadya atau lainnya, yang akan mempengaruhi kinerja pekerjaan untuk Proyek dan untuk mengikat
Pihak.

Pelanggaran dalam bentuk apapun atas “Kewajiban Pemberantasan Korupsi” yang terungkapkan oleh
PIHAK KEDUA atau ditemukan/terungkap oleh PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA akan
memberikan surat peringatan kepada PIHAK KEDUA untuk memperbaiki pelanggaran tersebut dan
apabila perlu menindaklanjutinya kepada Aparat Penegak Hukum dalam waktu 30 hari dihitung dari
terungkapnya pelanggaran tersebut. Apabila setelah 30 hari PIHAK KEDUA tidak melakukan tindakan
yang sesuai atau cukup untuk menangani pelanggaran itu, maka PIHAK PERTAMA dapat memberikan
Surat Peringatan kedua dan PIHAK PERTAMA berhak mengakhiri perjanjian ini.

PASAL 14
PRODUSEN

Material yang digunakan oleh produsen harus berdasarkan persetujuan daftar vendor / produsen [AML].
Tidak ada sumber alternatif produsen diperbolehkan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK
PERTAMA.,

1.

PASAL 15
PEMBERITAHUAN

Semua pemberitahuan dan atau surat menyurat antar PARA PIHAK sehubungan dengan Perjanjian ini
dilakukan secara tertulis baik melalui surat, email, atau media eletronik lainnya yang sah dan dianggap
telah disampaikan kepada yang bersangkutan bilamana ada tanda terima tertulis. Surat menyurat dapat
juga oleh PIHAK PERTAMA atau wakilnya di lapangan kepada PIHAK KEDUA di proyek dengan nilai
bobot kekuatan hukum yang sama.

2. Semua pemberitahuan dan korespondensi antara PARA PIHAK yang berkaitan dengan Pengadaan

Pengadaan ini harus tertulis dan ditujukan ke masing-masing pihak dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA PT Adhi Karya (Persero) Tbk
Departemen Energi & Industrial
Alamat JI. Raya Pasar Minggu No.Km.18, RT.13/RW.1, Pejaten Timur, Ps.
Minggu, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12510
Up/ Attention Saut Pakpahan
PIHAK KEDUA PT Hydroraya Adhi Perkasa
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Alamat JI. Raya Pasar Kemis KM. 7 Kp. Cilongkok, Desa/Kel. Sukamantri,
Kec. Pasar Kemis, Kab. Tangerang, Provinsi Banten — 15560.

Up / Attention Mindra Juanda Citra

PASAL 16
PENUTUP

1. Hal - hal yang belum diatur dan apabila ada perubahan-perubahan dalam Perjanjian ini, akan diatur
kemudian berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang akan dituangkan ke dalam bentuk perjanjian
tambahan (Amandemen) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari
Perjanjian ini.

2. Segala sesuatu yang belum diatur dalam perjanjian ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu
oleh PARA PIHAK, akan diatur dalam Syarat-Syarat Umum (SSU) yang merupakan bagian tak
terpisahkan dari perjanjian ini.

3. Perjanjian ini ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut di atas, dan berakhir
setelah PARA PIHAK menyelesaikan kewajiban masing-masing dan dibuat dalam rangkap 2 (dua)
bermeterai cukup untuk masing-masing Pihak yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

a. 1 (satu) bermeterai, stempel dan tanda tangan asli dari PIHAK PERTAMA distribusi untuk PIHAK

KEDUA.
b. 1 (satu) bermeterai, stempel dan tanda tangan asli dari PIHAK KEDUA distribusi untuk PIHAK
PERTAMA.
untuk dan atas nama
PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA,

PT ADHI KARYA (Persero) Tbk
Departemen Energi dan Industrial

Saut Pakpahan
(PIt. General Manager)

PT HYDRORAYA ADHI PERKASA

Mindra Juanda Citra
(Direktur)
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BILL OF QUANTITY

Attachment #01

Job No :2023-000-977 Perjanjian Subkontrak No. : PTO-300-MEC-REQ-0002-PO
Project : Tobelo Package GEPP {Tobelo 10 MW & Tobelo-2 20 MW} Requisition No. : PTO-300-MEC-REQ-0002 REV 0C SN #01
Client : PTPLN (Persera) Goods { Jobs : Tank And Vessel (Fabrlcation And Erection)
: 8 Juli 2024
TANK AND VESSEL (FABRICATION AND ERECTION)
U/P (IDR)
No Description Qty Unit s&g:ff AMOUNT (IDR)
MATERIAL EQUIPMENT Con s
Tools)
1 Design and 1 lot 9.830.000 4.915.000 29.490.000 44.235.000
Calculation by Adhi
Detail design by vendor :
include but not limited to: Data sheet, General arrangement
drawing, Orientation drawing, Layout, Detail & Shop Drawing, Cutting Plan, As Built &
Field Change Drawing, Specification and Tank & Vessel Work Procedure
[QA/QC item : QA/QC Procedure, WPS, PQR, WPQT, ITP,
Test Report by Vendor
Shop drawing, as built drawing (include native file CAD)
—[Fondation {Include piling) (By Adhi)
/Anchor belt design by Vendor
Data Book by Vendor
Mechanical Guarantee and Design base on applicable
standard by Vendor
All sub vendor coordination by Vendor
All activities to meet requirements of data sheet,
pecification, codes and by vendor
Di i ing to i project
specification by Vendor
2 Supply, Fabricati ion & Pre-Ci issioning, Ex Works
for Imported and Local items,
Main Material Plate (Shell, Roof, Botiom, Head) supplied by Adhj, other by vendor
2.1 |Buffer Tank (ID 4.3 m, H 5.055 m) 1] unit
Type Self Supported cone roof
Main Material Plate : A36
Structure : A36
Main Supply per Unit
“[shell 3.216 kg supply AK 6.390 12.780 61.650.720
-|Roof 943 kg supply AK 6.390 12.780 18.077.310
-|Rafters - kg - - -
-[Columns - kg - - -
-|Structure Components - kg = N -
-[Botiom 1.193 kg supply AK 6.39! 12.780 22.868.810
-{Spiral Stairway Doubel stringer, grating 663 kg 32.150 6.39 12.780 34.025.160 |
-{Handrail 233 kg 32.440 6.391 12.780 12.025.130
-IStiffener 80 kg 17.400 6.390 .780 925.600
-jAnchor Chairs 157 kg 17.400 6.390 780 5.741.490
Appi 726 kg 48.660 6.390 . 780 49.244.580
-|Other - kg = - -
Anchour Boit M27 6 Ea 565.230 147.450 221.180 5.603.160
Level Indi (Manual Float and Board, F Ea 7.372.500 1.474.500 3.440.500 12.287.500
Nameplate Ea 1.474.500 88.470 206.430 1.768.400
Gasket, Studbolt & Nut for /Blind 1 Lot 14.253.500 73.730 172.030 14.4998.260
[_B—lasting & Painting per Unit
|External Painting Wark (Al area include Logo & Tank
-|Sheli 68 m2 172.030 48.150 73.730 20.053.880
-|Roof 15 m2 172.030 49.150 73.730 4.423.650
-|Bottom - m2 E E =
-|Stiffener, A ies, & Appurtenance 21 m2 172.030 49.150 73.730 6.193.110
Internal Painting Work - - -
-|Shell (fully painting) 88 m2 65.150 49.150 73.730 19.586.040
-|[Roof 15 m2 65,150 49.150 73.730 4.320.450
-|Bottom 15 m2 65.150 49.150 73.730 4.320.450
-|Structure - m2 - - -
App 4 m2 165.150 49.150 73.730 1.152.120
2,2 Service Water Tank {(ID 6.9 m, H7.2m) 1 unit
Type :_Self Supported cone roof
Main Material Plate . A36
‘|Structure . A36
Main Supply per Unit
-|Shell 7.961 kg supply AK 6.390 2.780 152.612.370
2.502 kg supply AK 6.390 2.780 47.963.340
753 kg 18.470 6.390 2.780 29.095.920
-|Columns - kg b b
-|Structure Components - kg - -
-|§ohﬂm 3.102 kg supply AK 6.390 2.780 59.465.340
-|Spiral Stairway Doubel stringer, grating 978 kg 32.150 6.390 2.780 50.190.960
-|Handrail 373 kg 32.440 £.390 2.780 19.250.530
i 218 kg 17.400 6.390 2.780 .972.260
-|Ancher Chairs 189 kg 17.400 8.390 12.780 .811.730
PP 1.258 kg 48.660 6.390 12.780 85.330.140
-|Other - kg - - -
Anchour Bolt M35 8 Ea 737.250 147.450 221.180 8.847.040
Level indi (Manual Float and Board, Fabricated) Ea 10.321.500 1.474.500 3.440.500 15.236.500
Nameplate Ea 1.474.500 88.470 206.430 1.769.400
Gasket, & Nut for /Blind Ea 14.253.500 73.730 172.030 14.499.260
’Easting & Painting per Unit
External Painting Work (All area include Logo & Tank
-1Sheil 156 m2 172.030 49.150 73.730 46.005.960
-{Roof 40 m2 172.030 49.150 73.730 11.796.400
-|Bottom - m2 - - -
Enginsering Oparation Tontract
V‘;Modsub- :.“;::' SCHH Bureau '::'“" ::“_:;.“I n'na'n:::::.lu Project Manager
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BILL OF QUANTITY

Attachment #01

Job No 12023-000-077 Perjanjian Subkontrak No. : PTO-300-MEC-REQ-0002-PO
Project : Tobelo Package GEPP (Tobelo 10 MW & Tobelo-2 20 MW) Requisition No. : PTO-300-MEC-REQ-0002 REV OC SN #01
Client 2 PT PLN (Persero) Goods { Jobs : Tank And Vessel {Fabrication And Erection)
Date 8 Juli 2024
TANK AND VESSEL (FABRICATION AND ERECTION)
U/P (IDR)
No Description Qty Unit S(E:\;L?'E AMOUNT (IDR}
MATERIAL EQUIPMENT Consumable &
Tools)
-|Stiffener, A ies, & 33 m2 172.030 49.150 73.730 9.732.030
internal Painting Work - - -
-|Shell (fully painting) 156 m2 165.150 49.150 73.730 44.932.680
-|Roof 40 m2 165.150 49.150 73.730 11.521.200
“[Bottom 39 m2 165.150 49.150 73.730 11.233.170
-|Structure 29 m2 165.150 49.150 73.730 8.352.870
-|Appurtenance 4 m2 165.150 49.150 73.730 1.152.120
2,3 Fire Water Tank {ID 1.4 m, H 12.165 m) 1 unit
|Type Supported cone roof
Main Material Plate A3
Structure A36
|
|Main Supply per Unit
-|Shell 24.553 kg supply AK 0 .780 470.681.010
-[Boof 4.929 kg supply AK 0 .780 94.488.930
-|Rafters 2173 kg 19.470 0 .780 83.964.720
-‘Columns - kg - - -
-IStructure Comp: 535 kg 19.470 6.390 12.780 20.672.400
“{Bottom 8.355 | kg supply AK 6.390 12.780 160.165.3
-|Stairways and Access Doube stringer, grating 1.676 kg 32.150 6.390 12.780 6.012.32
-|Handrail 14 kg 32.440 6.390 12.780 1.688.54
i 783 kg 17.400 6.390 12.780 28.634.310
-|Anchor Chairs 725 kg 17.400 6.390 12.780 26.513.250
Ap 2.962 kg 48.660 6.390 12.780 200.912.460
-|Other - kg - - -
Anchour Boit M48 16 Ea 2.457.500 353.880 825.720 58.193.600
Level Indi M | Float and Board, F 1 Ea 17.202.500 1.474.500 3.440.500 22.117.500
Nameplate 1 Ea 10.321.500 88.470 208.430 10.616.400
Gasket, Studbolt & Nut for /Blind 1 Lot 1.474.500 73.730 172.030 1.720.260
Blasting & Painting per Unit
External Painting Work (All area include Logo & Tank
-|Shell 436 m2 172.030 48.150 73.730 128.580.760
-|Roof 105 m2 172.030 49.150 73.730 30.965.550
-|Bottom - m2 - - -
-|Stiffener, Accessories, & Appurtenance 75 m2 172.030 49.150 73.730 22.118.250
Internal Painting Work - - -
-|Shell {fully painting) 438 m2 65.150 49.150 73.730 126.581.080
Roof 105 m2 65.150 49.150 73.730 30.243.150
-|Bottom 104 m2 65.150 49.150 73.730 29.955.120
-|Structure 80 m2 165.150 49.150 73.730 23.042.400 |
-|Appurtenance 4 m2 165.150 49.150 73.730 1.152.120
24 |Fuel Oil Tank (ID 13 m, H 12.925 m) 2 unit
Type Supported cone roof
Main Material Plate A3
Structure A8
Main Supply per Unit
-|Shell 10/8/6/6/6/6/6/6 mm 28.882 kg supply AK 6.390 2.780 1.107.335.880
-|Roof 8mm 8.908 kg supply AK 6.390 2.780 341.532.720
-|Rafters 3.730 kg 19.470 6.390 2.780 288.254.400
-|Columns - kg - - -
-|Structure C 580 kg 19.470 6.390 12.780 44.822.400
-[Bottom 10mm 9.860 kg supply AK 6.390 12.780 378.032.400
-|Stairways and Access 1.728 kg 32.150 6.390 12.780 177.361.920
-|Handrail 700 kg include Include Include Include
-|Stiffener 918 kg 7.400 6.390 2.780 67.142.520
-|Anchor Chairs 725 kg 7.400 6.390 2.780 §3.026.500
-|Appurtenances 890 kg 48.660 6.390 12.780 120.737.400
Other
Anchour Boit M56 16 Ea 2.457.500 353.880 825.720 116.387.200
Leve! Indi M | Float and Board, Fabricated) 1 Ea 18.185.500 1.474.500 3.440.500 46.201.000
1 Ea 10.321.500 88.470 206.430 21.232.800
Gasket, Studbolt & Nut for /Blind 1 Lot 1.474.500 73.730 172.030 3.440.520
Water Springkle System 1. Sprinkle Nozzle supply by Adhi, installation by
-|4"(Ring & Riser), 17 ea Vendor. 1.105 kg 48.660 6.390 12.780 149.904.300
threadolet 2. Threadolet supply & installation by Vendor.
E’;‘g{fg‘fx’f]’n o :,eﬁg:’r" Chamber Supply by Adhi, installation by 1] et 15.236.500 1.061.640 2.477.160 37.550.600
Blasting & Painting per Unit
|External Painting Work (All area include Logo & Tank
528 . 172.030 48.150 73.730 311.424.960
137 m; 172.030 48.150 73.730 80.805.340
B m g B -
-|Stiffener, A ies, & App sprinkle system & foam chamber 118 m. 172.030 48.150 73.730 69.598.760
|internal Painting Wark
-|Shell (tm from bottom) 41 m2 191.680 49.150 73.730 25.794.740
-|Roof 137 m2 191.680 49.150 73.730 86.192.180
-|Bottom 136 m2 191.690 49.150 73.730 85.563.040
-|Structure 112 m2 191.680 49.150 73.730 70.463.680
-|Appurtenance 4 m2 191.690 49.150 73.730 2.516.560
2,5 |Fuel Ol Daily Tank (ID 5.5 m, H 5.95 m) 2 [ unit
Type : _Supported cone roof
Main Material Plate A36
Structure A36
Main Supply per Unit
-@ 6/6/6 mm 4.842 kg supply AK 6.390 2.780 185.642.280
-|Roof 8mm 1.611 kg supply AK 6.390 2.780 61.765.740
-|Rafters 485 kg 19.470 6.390 2.780 37.480.800
Enginesring Gperation Contmacl
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@ BILL OF QUANTITY

| Attachment #01
JobNo  :2023.000-077 Perjanjian Subkentrak No. : PTO-300-MEC-REQ-0002-PO
Project  : Tobelo Package GEPP {Tobelo 10 MW & Tobelo-2 20 MW) Requisition No. : PTO-300-MEC-REQ-0002 REV 0C SN #01
Client : PT PLN (Persero) Goods f Jobs : Tank And Vessel (Fabrication And Erection)
Date : 8.Julli 2024
TANK AND VESSEL (FABRICATION AND ERECTION)
U/P (IDR})
No Description Qty Unit S&:LILCrE AMOUNT (IDR}
MATERIAL EQUIPMENT o
Tools)
-|Columns - kg - - -
C 1 kg 19.470 6.390 12.780 10.123.680
-|Bottom 10 mm 1.7 kg supply AK 6.390 12.780 68.053.500
-|Stairways and Access 7 kg 32.150 6.390 12.780 74.721.920
-|Handrail 298 kg Include include Include Include
-|Stiffener 175 kg 17.400 6.390 12.780 12.799.501
-|Anchor Chairs 76 kg 17.400 6.390 12.780 5.558.64
App 628 kg 48.660 6.390 12.780 85.194.48!
Other
Anchour Bolt M27 Ea 565.230 147.450 221.180 11.206.320
Leve! Indi (Cat & Mouse, F i Ea 7.372.500 1.474.500 3.440.500 24.575.000
Nameplate Ea 18.185.500 88.470 206.430 36.960.800
Gasket, Studbolt & Nut for fBlind 1 Lot 10.321.500 73.730 172.030 21.134.520
Water Springkle System 4" 1. Sprinkle Nozzle supply by Adhi, installation by
-|(Ring & Riser), 8 ea Vendor. 455 kg 48.660 6.390 12.780 61.725.300
threadolet 2.Th supply & il ion by Vendor.
_|Foam Ch§mbe§‘ 1. Feam Chamber Supply by Adhi, installation by 1 Jot 5.406.500 737.250 1.720.250 15.728.000
System Size 2 inch Vendor.
Blasting & Painting per Unit
|External Painting Work (Ali area include Logo & Tank ing)
103 m2 172.030 49.150 73.730 60.751.460
25 m2 172.030 49.150 73.730 14.745.500
- m2 - - -
-{Stiffener, A ies, & App sprinkle system & foam chamber 7 m2 172.030 48.150 73.730 4.128.740
Internal Painting Work
-iShell (1m from bottarn) 17 m2 191.690 49.150 73.730 10.695.380
-|Roof 25| _mz2 690 49150 73.730 15.728.500
-|Bettom 25 m2 .690 49.150 73.730 15.728.500
-iStructure 15 m2 690 49.150 73.730 .437.100
-lAppurtenance 4 m2 690 49.150 73.730 .516.560
2,6 Lube Qil Tank A/B(ID1.2m, T-T 6.5 m) 2 unit
Type :  Horizontal Vessel
Material o A3
|Main Supply per Unit
-|shell (thickness 6 & 8 mm) 1.238 (] supply AK 6.390 12.780 47.464.920
-|Head (thickness 6 mm) 234 kg supply AK 6.390 12.780 8.971.560
-|Saddle 248 k¢ supply AK 6.390 12.780 9,508.320
-|Nozzle :
2" Nozzle 9 ea 761.830 176.940 412.860 24.329.340
24" cfw Davit 1 ea 4.423.500 1.474.500 983.000 13.762.000
-|Other & i 1 lot
Platform near manhole Approx 1,2 x 1 mtr 228 kg 32.150 8.390 12.780 23.401.920
ladder 34 kg 18.190 6.390 12.780 2.540.480
Anchour Boit M16 4 Ea 221.180 - = 1.769.440
Leve! Indi (Tube glass) 1 Ea 7.372.500 147.450 344.050 15.728.000
P 1 Ea 1.474.500 88.470 206.430 3.538.800
Gasket, Studbolt & Nut for /Blind 1 Lot 5.209.900 73.730 172.030 10.911.320
Blasting & Painting per Unit
-|External Painting Work (All area include Logo & Tank ing) 45 m2 172.030 49.150 73.730 26.541.900
2,7 Lube Oil Service Tank (ID 1.6 m, T-T 6.5 m) 1 unit
Type : __Horizontal Vessel
Material ;A3
Main Supply per Unit
-|Shell (thickness 6 & 8 mm) 1.729 kg supply AK 6.390 12.780 33.144.930
-|Head (thi 8 mmy) 405 kg supply AK 6.390 12.780 7.763.850
-|Saddle 405 kg supply AK 6.390 12.780 7.763.850
-|Nozzle :
2" Nozzie 8 ea 1 761.830 176.940 412.860 10.813.040
24" cfw Davit 1 ea 4.423.500 1.474.500 983.000 6.881.000
-|Other & Accessories 1 lot
Platform near Approx 1,6 x 1 mtr 272 kg 32.150 6.390 12.780 13.959.040
ladder cage 68 kg 18.190 6.390 12.780 2.540.480
Anchour Bolt M16 4 Ea 221.180 = - 884.720
Level indit (Tube glass) 1 Ea 7.372.500 147.450 344.050 7.864.000
1 Ea 1.474.500 88.470 206.430 1.769.400
Gasket, Studbolt & Nut for /Biind 1 Lot 5.209.900 73.730 172.030 5.455.660
|Blasting & Painting per Unit
-|External Painting Work (All area include Lego & Tank numbering) 58 m2 172.030 49.150 73.730 17.389.690
3 Test, Fabrication, Inspect on & Qualification (All Tanks)
Non-Destructive Test
-| Radiography Test 1 lot 162.195.000 162.195.000
-| Liguid Penetrant Test on nozzle 1 ot 63.895.000 63.895.000
- ic Particle Test 1 lot
-]_Vacuum Box Test 1 lot 93.385.000 93.385.000
'Welding Test and C g
-| Welder and/or Welding Operator Qualification Tests 1 lot 19.660.000 19.660.000
-| Welding Procedure Quaiification Test 1 lot 24.575.000 24.575.000
4 Spare Part
-| Construction, Pre-C issioning & C issioning Spare Parts 1 lot 47.626.350 - 47.626.350
5 Other ftem
-|Site Management iot 548,022.500 548.022.500
-|Construction Prep: i ilization and De-mob, tiket include Tiket lot 1.079.334.000 1.079.334.000
-|Site Temporary Facilities lot 73.725.000 73.725.000
-|Material Shipment Handling (Site fab & Shop Fab) lot 803.838.420 803.838.420
-|Post Weld Heat Treatment (PWHT), If Reatired oo a — né -
. [ Enginesring a4 B " ontract
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@ BILL OF QUANTITY

I Attachment #01
Job No 12023000077 Perjanjian Subkontrak No. @ PTQ-300-MEC-REQ-0002-PO
Project : Tobelo Package GEPP (Tobelo 10 MW & Tobelo-2 20 MW) Requisition No. : PTO-300-MEC-REQ-0002 REV 0C SN #01
Client : PT PLN (Persero) Goods { Jobs : Tank And Vesset (Fabrication And Erection}
Date £ 8 Juli 2024
TANK AND VESSEL (FABRICATION AND ERECTION)
U/P (IDR)
No Description aty Unit s(il:\;:’crE AMOUNT (IDR)
MATERIAL EQUIPMENT (S e
Tools)
Temporary Facility for Hydrotest (pump, hose, fitting, temporary gasket, temporary

“|bolt nut etc) max 50 mtr from tank L fot e '

-|Water for Hydrostatic (By Adhi) - lot =

-|Fresh Water for ing after hy 1 lot 4,915,000 4.915.000

~|Tank Test and Tank Boxup 1 lot 14.745.000 14.745.000

-[Small C i ies (safety i ] 1 lot 68.810.000 68.810.000

-|Utility Cost (HSE C: 1 ot 14.745.000 14.745.000

for Job Site and F Property 1 ot 36.862.500 36.862.500
ing Data Record 1 ot 24.575.000 24.575.000

-|Tank Calibration & Ceriification only), only support 1 lot - include

~[Tax and Duties (pph) pph 2,65% 1 Tot 69.888.110 44.372.100 167.779.800 282.040.010
Total Price 10.850.000.000
VAT 11% 1.204.500.000
Total Price + VAT 11% 12.154.500.000

acknowledge and approved by
diketahui dan disetujui oleh

PT Adhi Karya (Persero), i Accepted by / Diterima Oleh,
Departement Energi & Industrial PT. Hy Adhi Perkasa
elo Package GEPP (Tapelo 10 MW & Tobelo-2 20 MW) 3

F E F ¥
Saut Pakpahan Mindra Juanda Citra =

Plt. General Manager Direktur

Enginasring tion Contract
VandodSub; Burssu i Buroau Bursau

Praject Manager
Coractor Manager =970~} Mansger Manager V.
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SYARAT-SYARAT KHUSUS

[SSK]
Page 1 of 4
Kondisi Referensi Data
Pemberi Tugas/Pemilik SSU 1.1 PT PLN (Persero)
Proyek Alamat :
Jalan Trunojoyo Blok M — | No 135
Kebayoran Baru, Jakarta 12160, Indonesia
Pihak Pertama PT Adhi Karya (Persero), Thk
Alamat :
Jalan Raya Pasar Minggu Km. 18, Jakarta
Selatan, 12510.
Diwakili oleh Saut Pakpahan sebagai PlIt.
General Manager DEPARTEMEN ENERGI
& INDUSTRIAL.
Pihak Kedua PT. Hydroraya Adhi Perkasa
Alamat :
JI. Raya Pasar Kemis KM. 7 Kp. Cilongkok,
Desa/Kel. Sukamantri, Kec. Pasar Kemis,
Kab. Tangerang, Provinsi Banten - 15560.
Diwakili oleh Mindra Juanda Citra sebagai
Direktur PT Hydroraya Adhi Perkasa
Perwakilan Lapangan Pihak |[SSU 1.8 Franky Dwi Setyaatmoko sebagai Project
Pertama Manager
Pimpinan Pelaksana Pihak Dimas Galih
Kedua
Personil Pihak Pertama Didefinisikan dalam Kick-off meeting
Personil Pihak Kedua Didefinisikan dalam Kick-off meeting
Partial Taking Over
Kerusakan terkait Material SSuU 2.6 Kerusakan-kerusakan terkait material yang
diadakan oleh Pihak Kedua
Penggunaan alat di lapangan [SSU 2.8 Tidak dapat diterapkan
Schedule dan rencana kerja  |SSU 2.10 Memberikan jadwal waktu dan rencana
kerja Pelaksanaan pengadaan di workshop
Pihak Kedua
Denda dan Sanksi SSU 10.3 Pelanggaran (bila ada) disertai dengan bukii
tertulis dan ditandatangani Para Pihak

Engineering
Bureau
Manager

Vendor/Sub-
Contractor

SCM Bureau Operation
Manager

Bureau
Manager

Contract
Bureau
Manager

Finance Bureau

Manager Project Manager

/
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SYARAT-SYARAT KHUSUS

[SSK]
Page 2 of 4
Kondisi Referensi Data
Pemutusan Perjanjian SSU 11.2.c Pihak Kedua hanya menerima pembayaran

yang besarannya sesuai Prestasi
pengadaan yang telah diselesaikan

Sistem Pengukuran Kemajuan Berdasarkan Perjanjian Sub-kontrak Pasal 5

Uang Muka Sub-kontrak | Berdasarkan Perjanjian Sub-kontrak Pasal 8
Pasal 8

Tata Cara Pembayaran Berdasarkan Perjanjian Sub-kontrak Pasal 5

Kurs Pembayaran Rupiah [Rp]

TKDN SSU Pasal 22 | Sesuai dengan perhitungan actual saat

pekerjaan telah selesai

Keselamatan Dan Kesehatan [SSU Pasal 4.9| PIHAK KEDUA harus memindahkan setiap
Kerja Lingkungan (K3L) peralatan PIHAK KEDUA yang masih ada,
material yang berlebih, pecahan, sampah
dan pekerjaan sementara dari Lapangan
dalam jangka waktu 28 hari sebelum PIHAK
KEDUA menerima BAST Il. Apabila barang-
barang tersebut tidak dipindahkan setelah
PIHAK KEDUA menerima BAST Il, PIHAK
PERTAMA berhak menyingkirkan barang-
barang tersebut dengan cara apapun dari
Lapangan, termasuk untuk membuangnya,
menjualnya dan/atau melakukan tindakan
pemulihan lainnya di lapangan. Biaya yang
timbul dari penyingkiran barang-barang
tersebut menjadi tanggungan PIHAK
KEDUA. Biaya tersebut harus dibayar oleh
PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA
sebelum Retensi dibayarkan oleh PIHAK
PERTAMA. Apabila PIHAK KEDUA tidak
membayar Biaya tersebut, maka PIHAK
PERTAMA berhak mendapatkan
pembayaran Biaya tersebut dari
pemotongan Retensi setelah uang hasil
penjualan barang-barang itu oleh PIHAK
PERTAMA tidak mencukupi untuk menutupi
Biaya tersebut. Kelebihan uang hasil
penjualan itu tetap dikembalikan kepada

Engineering
Bureau

Operation Contract

Vendor/Sub- Bureau Bureau

Contractor

SCM Bureau
Manager

Finance Bureau

Manager Project Manager

Manager Manager Manager }
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SYARAT-SYARAT KHUSUS

[SSK]

Page 3 of 4

Kondisi

Referensi

Data

PIHAK KEDUA apabila Biaya penyingkiran
barang-barang telah terpenuhi.”

Pemutusan Perjanjian

SSU Pasal
11.2.9

sesudah pemberitahuan pemutusan, PIHAK
KEDUA harus segera:

i. menghentikan semua pekerjaan
selanjutnya, kecuali untuk pekerjaan yang
diperintahkan oleh PIHAK PERTAMA atau
WAKIL PIHAK PERTAMA untuk melindungi
kehidupan atau harta milik atau
keselamatan pekerjaan

ii. menyerahkan dokumen PIHAK
PERTAMA,peralatan, material dan
pekerjaan lain, yang mana PIHAK KEDUA
telah menerima pembayaran, dan

iii. memindahkan semua barang-barang lain
dari lapangan, kecuali yang diperlukan
untuk keselamatan dan meninggalkannya di
Lapangan

Denda Dan Sanksi

SSU Pasal
10.14

Dalam hal PIHAK KEDUA tidak dapat
memenuhi persyaratan yang tercantum di
dalam Perjanjian Subkontrak atau gagal
dalam memenuhi instruksi PIHAK
PERTAMA (wanprestasi), maka PIHAK
PERTAMA atas pertimbangannya sendiri
berhak untuk melakukan upaya yang
dianggap perlu untuk memitigasi demi
menghindarkan PIHAK PERTAMA dari
risiko dampak wanprestasi PIHAK KEDUA.
Untuk itu, baik dimohonkan atau tidak oleh
PIHAK KEDUA untuk melakukan upaya
serupa, PIHAK PERTAMA dapat melakukan
hal-hal berikut namun tidak terbatas untuk:
mengubah lingkup pekerjaan, memberikan
pinjaman modal kerja kepada PIHAK
KEDUA, menambah tenaga kerja, material,
dan/atau alat kerja terkait pekerjaan PIHAK
KEDUA.
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Kondisi

Referensi

Data

Segala biaya yang timbul atas tindakan
PIHAK PERTAMA berdasarkan Pasal ini
harus ditanggung oleh PIHAK KEDUA.
PIHAK KEDUA harus membayar
penggantian atas biaya yang telah
dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA tersebut
dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah
klaim penggantian biaya disampaikan oleh
PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA,
atau PIHAK PERTAMA dapat melakukan
pemotongan atas nilai pembayaran apapun
yang seharusnya diterima oleh PIHAK
KEDUA dari PIHAK PERTAMA berdasarkan
Perjanjian Subkontrak.

Apapun tindakan PIHAK PERTAMA
berdasarkan Pasal ini tidak akan
membebaskan PIHAK KEDUA atas
kewajiban, tanggung jawab dan
pertanggungjawabannya PIHAK KEDUA
berdasarkan Perjanjian Subkontrak
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Syarat-syarat Umum
(SSU)

PASAL 1
DEFINISI

Kecuali ditentukan lain dalam Syarat-syarat Umum (SSU), kata-kata dan ekspresi berikut ini harus
mempunyai arti seperti yang dimaksud sebagai berikut:

1.

PEMBERI TUGAS berarti Pemilik Pekerjaan adalah seseorang atau badan hukum atau instansi yang
memiliki Pekerjaan yang bertindak dalam ruang lingkup tugas-tugas tertentu dalam kewenangan yang
dimilikinya dan menyediakan dana untuk merealisasikannya.

KONTRAK berarti perjanjian tertulis yang sah antara PEMBERI TUGAS dan PIHAK PERTAMA yang
menetapkan Hak dan Kewajiban antara Kedua Belah Pihak, termasuk perubahannya.

DOKUMEN KONTRAK berarti keseluruhan Kontrak yang mengikat antara PEMBERI TUGAS dan PIHAK
PERTAMA, dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak dan menurut
hirarki KONTRAK terdiri atas KONTRAK dan perubahannya. Daftar Kuantitas dan harga hasil negosiasi,
Kriteria Desain, KAK Pekerjaan Desain, Syarat-syarat Khusus Kontrak, Syarat-syarat Umum Kontrak,
BA Kesepakatan da Jaminan-jaminan, Dokumen Pengadaan, Spesifikasi Umum, Spesifikasi Khusus,
Gambar Rencana dan Dokumen Penawaran yang diajukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PEMBERI
TUGAS. (Menyesuaikan dengan Pasal Hirarki Kontrak dengan Pemberi Tugas).

SUBKONTRAK berarti perjanjian tertulis yang sah antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, yang
mencakup Syarat-syarat Umum, berisi Hak dan Kewajiban PARA PIHAK dan termasuk Amandemennya.
Untuk selanjutnya disebut “Perjanjian”.

DOKUMEN SUBKONTRAK berarti keseluruhan Subkontrak dan Amandemennya yang mengikat antara
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan
dari Subkontrak dan menurut hirarki (Urutan Keberlakuan) sesuai dengan yang diatur dalam Pasal
Urutan Keberlakuan SUBKONTRAK

JENIS SUBKONTRAK adalah Unit Fixed Price dengan batas waktu tertentu, jumlah harga yang pasti
dan fetap serta volume pekerjaan yang masih bersifat sementara. Perhitungan pekerjaan/ opname
pekerjaan berdasarkan hasil pengukuran bersama terhadap volume pekerjaan yang telah benar - benar
dilaksanakan di lapangan dan disetujui.

KONSULTAN PENGAWAS berarti suatu tim penasehat atau badan pengawas yang ditunjuk oleh
Pemberi Tugas dengan tugas dan wewenang di bidang pengawasan teknik pelaksanaan pekerjaan, dan
administrasi teknik serta untuk menyelenggarakan tugas-tugas yang ditetapkan.

PROJECT MANAGER / PROJECT DIRECTOR wakil resmi PIHAK PERTAMA di lapangan yang
berkewenangan penuh mengawasi, memeriksa dan mengarahkan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan
pekerjaan.

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN berarti jumlah hari atau minggu yang ditetapkan di dalam Dokumen
Subkontrak untuk penyelesaian pada setiap jenis pekerjaan dan pekerjaan secara keseluruhan terhitung
setelah diterbitkannya Surat Perintah Pelaksanaan Pekerjaan oleh PIHAK PERTAMA.
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22.

HARGA SUBKONTRAK berarti harga sesuai dengan Subkontrak ini, termasuk PPN dan PPh.
DOKUMEN TAGIHAN berarti dokumen yang dibuat oleh PIHAK KEDUA untuk diserahkan kepada
PIHAK PERTAMA yang berisi perincian nilai pengajuan pembayaran yang terdiri dari beberapa berkas
yang disyaratkan oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan yang tercantum dalam Perjanjian ini.

PPN berarti Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan Peraturan Perpajakan sebesar 11% (sebelas
persen) dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP).

PPh berarti Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas
penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak sesuai dengan Peraturan Perpajakan
yang berlaku.

HARI KALENDER berarti hari yang tercantum dalam kalender Masehi, termasuk Sabtu, Minggu dan hari
libur nasional Indonesia, yang berawal dan berakhir pada tengah malam pukul 24.00 WIB atau 00.00
WIB.

HARI KERJA berarti hari selain hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional atau hari lain dimana bank
yang berlokasi di Jakarta diberi kewenangan atau diwajibkan tutup dan tidak melakukan kliring oleh
otoritas terkait.

DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA atau Bill of Quantity (BoQ) berarti sebuah dokumen yang berisi
perincian jumlah dari seluruh peralatan dan/ atau pekerjaan yang dibutuhkan (deskripsi pekerjaan,
volume, unit, serta harga satuan) dalam pelaksanaan yang merupakan bagian dari Perjanjian
Subkontrak.

PRESTASI PEKERJAAN adalah pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan di lapangan dan telah
disetujui oleh PIHAK PERTAMA dan PEMBERI TUGAS dan/ atau KONSULTAN PENGAWAS.

BERITA ACARA SERAH TERIMA PERTAMA (BAST | atau PHO) adalah Berita Acara yang dibuat dan
ditandatangani bersama PARA PIHAK dan telah mendapat persetujuan dari PEMBERI TUGAS dan/
atau KONSULTAN PENGAWAS yang menyatakan bahwa prestasi pekerjaan dilapangan telah selesai
100% (Seratus Persen) dan dengan demikian pekerjaan dapat diserah terimakan untuk yang pertama.
BERITA ACARA SERAH TERIMA KEDUA (BAST Il atau FHO) adalah Berita Acara yang dibuat dan
ditandatangani bersama PARA PIHAK dan telah mendapat persetujuan dari PEMBERI TUGAS dan/
atau KONSULTAN yang menyatakan bahwa prestasi pekerjaan dilapangan telah selesai 100% dan telah
melalui masa pemeliharaan sesuai yang diatur dalam Perjanjian, dengan demikian pekerjaan dapat
diserah terimakan untuk yang kedua.

BAPP berarti Berita Acara Prestasi Pekerjaan yaitu Berita Acara yang diajukan oleh PIHAK KEDUA
mengenai Prestasi Pekerjaan yang telah dilaksanakan pada Periode tertentu sebagai dasar Pengajuan
Tagihan kepada PIHAK PERTAMA dan telah disetujui/ditandatangani oleh—PROJECT MANAGER/
PROJECT DIRECTOR.

BAP berarti Berita Acara Pembayaran yaitu Berita Acara yang diajukan oleh PIHAK KEDUA sesuai
dengan Prestasi Pekerjaan yang tercantum dalam BAPP yang sudah disetujui PARA PIHAK dalam
periode tertentu sebagai dasar Penagihan/Invoice kepada PIHAK PERTAMA.

PEKERJAAN KURANG berarti pengurangan pekerjaan atas perintah tertulis dari PROJECT MANAGER/
PROJECT DIRECTOR.
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PEKERJAAN TAMBAH berarti penambahan pekerjaan diluar lingkup pekerjaan yang disepakati dan
merupakan perintah tertulis dari Project Manager atau wakil lapangan PIHAK PERTAMA maksimal 10%
(sepuluh persen) dari Harga Subkontrak Pekerjaan.

PIMPINAN PELAKSANA berarti wakil dari PIHAK KEDUA yang memiliki keahlian atau Tenaga Ahli yang
mempunyai kewewenangan untuk mewakili PIHAK KEDUA, serta dapat menerima, memberikan dan
memutuskan segala petunjuk dari PIHAK PERTAMA atau PROJECT MANAGER/ PROJECT
DIRECTOR selaku Wakil PIHAK PERTAMA

TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) adalah besamnya komponen dalam negeri pada barang, jasa
dan gabungan barang dan jasa.

UMKM adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah

PASAL 2
PELAKSANAAN PEKERJAAN

PIHAK KEDUA tidak dibenarkan untuk menyerahkan atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh
Pekerjaan Subkontraktor kepada PIHAK KETIGA tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari PIHAK
PERTAMA.

PIHAK KEDUA wajib menyerahkan struktur organisasi lengkap yang telah disetujui oleh Wakil PIHAK
PERTAMA dan menugaskan PIMPINAN PELAKSANA di lokasi Pekerjaan.

PIHAK KEDUA wajib menyerahkan Jadwal Rencana Kerja sesuai dengan Jangka Wakiu yang telah
disepakati oleh PARA PIHAK.

Apabila menurut pertimbangan PIHAK PERTAMA, Pemimpin Pelaksana / Tenaga Ahli / Tenaga yang
tercantum dalam struktur organisasi tersebut tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang
diharapkan, maka PIHAK PERTAMA atau WAKIL PIHAK PERTAMA akan memberitahukan secara
tertulis kepada PIHAK KEDUA. Dalam waktu 2 x 24 jam setelah menerima penolakan tersebut PIHAK
KEDUA harus segera menggantikan dengan yang lain yang memenuhi persyaratan.

Apabila menurut pertimbangan PIHAK PERTAMA, alat yang digunakan PIHAK KEDUA tidak layak dan
tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang diharapkan/rusak, maka PIHAK PERTAMA melalui
PROJECT MANAGER/PROJECT DIRECTOR atau WAKIL LAPANGAN PIHAK PERTAMA akan
memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA. Dalam waktu 1 x 24 jam setelah menerima
penolakan tersebut PIHAK KEDUA harus segera mengganti alat tersebut dengan yang lain dan
memenuhi persyaratan.

PIHAK KEDUA harus dengan kesungguhan dan keahliannya untuk melaksanakan, menyelesaikan dan
memelihara Pekerjaan serta memperbaiki kerusakan-kerusakan yang ada sesuai ketentuan yang
tertuang dalam Dokumen Subkontrak.

PIHAK KEDUA wajib menyampaikan pemberitahuan kepada pihak-pihak yang berwenang dan
memperoleh segala lisensi dan izin yang diperlukan untuk pelaksanaan Pekerjaan serta membayar
segala biayanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PIHAK KEDUA wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA berkaitan
dengan pengeluaran alat dari lapangan.
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Komunikasi antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA digunakan melalui surat menyurat dan apabila
dalam 7 (tujuh) hari kalender sejak surat disampaikan tidak ada jawaban Surat tersebut dianggap
disetujui.

PIHAK KEDUA wajib memberikan jadwal waktu terinci dan rencana kerja yang sudah termasuk urutan /
tahapan pekerjaan.

Kemajuan pekerjaan akan dievaluasi oleh PIHAK PERTAMA melalui WAKIL PIHAK PERTAMA
minimum setiap 2 (dua) minggu, dan PIHAK KEDUA harus, apabila diperintahkan oleh PIHAK PERTAMA
melalui WAKIL PIHAK PERTAMA diwajibkan untuk memobilisasi tambahan peralatan dan personil yang
diperlukan untuk menjamin kemajuan pekerjaan telah sesuai dengan keinginan PIHAK PERTAMA.
Dalam hal ini tidak ada biaya tambahan yang dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA
berkenaan dengan mobilisasi tersebut atau hal lainnya.

PIHAK KEDUA waijib melaksanakan pekerjaan persiapan yang diperlukan untuk pelaksanaan.

Semua peralatan yang dimiliki dan digunakan oleh PIHAK KEDUA sepenuhnya menjadi tanggung jawab
PIHAK KEDUA. Peralatan yang sudah dimobilisasi oleh PIHAK KEDUA ke Site tidak diperkenankan di
demobilisasi / dikeluarkan tanpa izin PIHAK PERTAMA sebagaimana yang dinyatakan pada Pasal 2
ayat 8 SSU.

Apabila diminta oleh pemilik proyek, maka PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melakukan presentasi
kepada PEMBERI TUGAS.

Apabila dianggap perlu, maka PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan penjelasan/jawaban atas
pertanyaan-pertanyaan dari PEMBERI TUGAS sehubungan dengan lingkup pekerjaan PIHAK KEDUA.
PIHAK KEDUA waijib melaksanakan Quality Assurance (QA) System dan Prosedur Keselamatan dan
Kesehatan Kerja Lingkungan (K3L) PT ADHI KARYA (Persero) Tbk., kepatuhan pada QA System dan
K3L ini tidak membebaskan PARA PIHAK atas tanggung jawabnya sesuai Perjanjian.

PIHAK KEDUA waijib mencegah terjadinya kerusakan pada pekerjaan yang telah diselesaikan oleh
PIHAK PERTAMA atau PIHAK LAIN. Apabila terjadi kerusakan pada pekerjaan tersebut yang
diakibatkan oleh kelalaian PIHAK KEDUA, PIHAK KEDUA wajib memperbaiki kerusakan tersebut atas
biaya sendiri hingga diterima baik oleh PIHAK PERTAMA, PEMBERI TUGAS atau KONSULTAN
PENGAWAS.

PIHAK KEDUA harus memberikan ganti rugi dan tetap melindungi PIHAK PERTAMA, KONSULTAN
PENGAWAS, dan PEMBERI TUGAS dan Pekerjanya terhadap tanggung jawab hukum atas setiap
kerusakan, kehilangan atau kecelakaan yang timbul termasuk terhadap setiap klaim, tuntutan, gugatan
hukum, kerusakan, biaya, ongkos-ongkos dan setiap macam pengeluaran lain yang disebabkan atau
berkaitan dengan timbulnya persoalan.

PIHAK KEDUA membebaskan PIHAK PERTAMA dari segala risiko akibat tuntutan dari pihak ketiga, jika
ada kesepakatan tersendiri antara PIHAK KEDUA dengan pihak ketiga.
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PASAL 3
CARA PELAPORAN

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk mempersiapkan dan menyimpan buku laporan harian yang berisi

kegiatan harian, terdiri dari:

a. Kuantitas dan macam bahan atau barang yang ada di Lapangan (yang belum dipakai);

b. Penempatan tenaga kerja untuk setiap macam tugas dan / atau keterampilan;

c. Jumlah, jenis, dan kondisi peralatan;

d. Jenis dan uraian pekerjaan yang dilaksanakan;

e. Catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan, perubahan desain dan lain - lain.

Buku Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 tersebut di atas harus ditandatangani oleh

PIHAK KEDUA dan diserahkan minimum setiap 2 (dua) mingguan yaitu periode tanggal 10 dan 25 setiap

bulannya untuk diperiksa dan ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA berkewajiban menyerahkan Laporan Bulanan kepada PIHAK PERTAMA atau WAKIL

PIHAK PERTAMA yang terdiri dari:

a. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang disetujui PIHAK PERTAMA atau WAKIL PIHAK
PERTAMA;

b. Prestasi Pekerjaan yang disetujui PIHAK PERTAMA; dan

c. Dokumentasi untuk hal yang dianggap penting oleh PIHAK PERTAMA.

PASAL 4
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA LINGKUNGAN (K3L)

PIHAK KEDUA wajib menerapkan Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan (K3L) yang
berlaku di lingkungan proyek, yang berupa:

1.

Memberikan jaminan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja bagi semua tenaga kerja untuk
mencapai nihil kecelakaan kerja serta menjaga lingkungan sesuai dengan ketentuan / norma yang
berlaku.

Menjamin terlaksananya usaha pencegahan kecelakaan kerja dan kerusakan lingkungan pada semua
tingkatan Proses Pelaksanaan Pengadaan dan selalu terus berupaya mewujudkan tidak ada kecelakaan
kerja dan kerusakan lingkungan dengan memakai dan menggunakan alat-alat keselamatan dan
kesehatan kerja lingkungan.

Menyusun dan mempresentasikan rencana keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan (HSE Plan)
yang didalamnya mencakup: kondisi lingkungan, identifikasi bahaya dan risiko K3L, penerapan
standar/hukum K3L, sasaran dan program kerja K3L, pengendalian operasional K3L, inspeksi K3L dan
tinjauan manajemen K3L sebagai jaminan pelaksanan penerapan K3L, sebelum pelaksanaan
Pengadaan sebagai dasar pelaksanaan penerapan K3L,

Pengadaan dan penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) secara tertib dan konsisten selama pelaksanaan
Pengadaan di proyek seperti: helm, sepatu, masker (pelindung mulut dan hidung), sarung tangan,
pelindung telinga, sabuk keselamatan (safety harness) dan lain sebagainya, sesuai dengan katagori
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tingkat risiko hasil identifikasi bahaya dan risiko K3L dengan memenuhi standar, sebagaimana yang
dipersyaratkan dalam prosedur penerapan K3L Nomor Dokumen BP 014 HS P01 Prosedur Penerapan
Sistem Manajemen K3L.

. Menjamin hygiene (Kesehatan Lingkungan Kerja) dan kebersihan lokasi kerja atas dampak hasil
Pelaksanaan Pengadaannya termasuk pengendalian sampah-sampah sisa pelaksanaan Pengadaan
dan sampah yang berasal dari luar pelaksanaan Pengadaan (pekerja, bungkusan makanan, plastik
makanan, bungkus rokok, puntung rokok dan lain sebagainya) serta melakukan pengelolaan sampah
tersebut agar tidak mencemari lingkungan sekitar.

. PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan Pengadaannya, wajib menjalankan Protokol Kesehatan Covid-19
sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku serta setiap personil dan tenaga kerja PIHAK KEDUA
terutama yang ditempatkan di Proyek diwajibkan yang telah mengikuti program vaksinasi Covid-19 dan
dapat menunjukan Sertifikat Vaksin Covid-19 tersebut kepada PIHAK PERTAMA.

. Untuk menjamin terlaksananya program pelaksanaan penerapan sistem manajemen K3L sebagaimana
disebutkan pada Pasal 4 ayat 1 s/d ayat 6 SSU, PIHAK KEDUA harus menempatkan petugas K3L
memiliki kompetensi yang cukup dan bersertifikat AHLI dalam bidang K3 konstruksi dan memiliki
kewenangan penuh dalam penerapan K3L untuk dapat berkoordinasi dengan HSE Officer
. Apabila PIHAK KEDUA tidak melengkapi kelengkapan persyaratan Pasal 4 ayat 1 s/d 7 SSU selama
pelaksanaan Pengadaannya, maka PIHAK PERTAMA akan memberlakukan penghentian Pengadaan
dan/atau sanksi di lapangan dan atas segala biaya yang timbul akibat pemberlakuan sanksi ini menjadi
tanggung jawab PIHAK KEDUA.

PASAL §
JAMINAN MUTU DAN PENGENDALIAN MUTU PEKERJAAN

. PIHAK KEDUA diwajibkan menjalankan program sistem manajemen mutu (jaminan mutu dan
pengendalian mutu) sesuai dengan lingkup pekerjaannya, termasuk penyediaan sumber daya untuk
pelaksanaannya sesuai dengan standar, prosedur dan Petunjuk Kerja yang digunakan oleh PIHAK
PERTAMA.

. PIHAK KEDUA menjamin semua material yang digunakan untuk melaksanakan pekerjaan ini dalam
kondisi baru dengan mutu sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan di dalam RKS dan Material
Approval. PIHAK KEDUA, apabila diperlukan/dipersyaratkan, wajib melaksanakan pengujian material
pada Lembaga Independen yang ditunjuk dengan disaksikan oleh PIHAK PERTAMA dan PEMBERI
TUGAS atas biaya PIHAK KEDUA dan menyerahkan sertifikat pengujian material, kecuali ditentukan
lain sesuai dengan hasil klarifikasi dan negosiasi.

PIHAK PERTAMA berhak memerintahkan kepada PIHAK KEDUA untuk menyingkirkan/menolak
material yang telah dikirim ke lapangan yang tidak memenuhi persyaratan dan PIHAK KEDUA atas biaya
sendiri wajib menyingkirkan material tersebut dan menggantinya dengan material yang memenuhi
persyaratan.
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PASAL 6
ASURANSI

Asuransi yang menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA adalah:

1.

Asuransi Tenaga Kerja meliputi Asuransi Ketenagakerjaan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA melalui Asuransi
Tenaga Kerja yang telah diproses oleh PIHAK KEDUA.

Asuransi Peralatan dengan kondisi All-Risk terhadap peralatan PIHAK KEDUA yang digunakan dalam
pelaksanaan Pengadaan dengan segala beban biaya menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA.

Apabila diperlukan oleh PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dapat menunjukkan bukti asuransi
sebagaimana dinyatakan pada Pasal 6 ayat 1 dan 2 SSU dan memberikan copy asuransi kepada PIHAK
PERTAMA.

PASAL 7
PERINGATAN DINI

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk memperingatkan sedini mungkin kepada PIHAK PERTAMA atas
peristwa atau kondisi tertentu yang dapat mempengaruhi mutu pekerjaan, menaikkan Harga
Subkontrak Pekerjaan atau menunda penyelesaian pekerjaan. PIHAK PERTAMA dapat memerintahkan
PIHAK KEDUA untuk menyampaikan secara tertulis perkiraan dampak peristiwa atau kondisi tersebut
di atas terhadap Harga Subkontrak tanggal Penyelesaian. Pernyataan perkiraan ini harus sesegera
mungkin disampaikan oleh PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk bekerja sama dengan PIHAK PERTAMA untuk mencegah atau
mengurangi dampak peristiwa atau kondisi tersebut.

PIHAK KEDUA tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika
PIHAK KEDUA gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi
dampaknya.

PASAL 8
PEKERJAAN TAMBAH KURANG

Pekerjaan Tambah dan Pekerjaan Kurang hanya dapat dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA berdasarkan
Surat Perintah Perubahan dari PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA waijib melaksanakan Pekerjaan
tambah setelah menerima surat perintah perubahan tersebut.

PIHAK PERTAMA akan melakukan perhitungan penambahan atau pengurangan pekerjaan sesuai
dengan hasil Evaluasi Performance pekerjaan PIHAK KEDUA, apabila PIHAK KEDUA telah menyetujui
hasil Evaluasi Performance tersebut, PIHAK KEDUA tidak berhak mengajukan atau melakukan tuntutan
dan/atau gugatan dalam bentuk apapun kepada PIHAK PERTAMA atas perhitungan penambahan atau
pengurangan pekerjaan tersebut.

Untuk pekerjaan tambah kurang tersebut diatas dituangkan dalam Perjanjian tambahan (Amandemen)
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Pekerjaan tambah maksimal 10% (sepuluh persen) dari Harga Subkontrak Pekerjaan sebagaimana
dimaksud Pasal 6 Perjanjian, apabila melebihi dari ketentuan tersebut maka akan dituangkan dalam
Perjanjian Baru.

. Adanya pekerjaan tambah kurang tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk mengubah waktu
penyelesaian pekerjaan kecuali apabila PIHAK PERTAMA menyetujui bahwa pekerjaan tambah tersebut
diperlukan tambahan jangka waktu pelaksanaan.

PASAL 9
PENYERAHAN PEKERJAAN

Serah Terima pekerjaan dapat dilakukan secara umum dan menyeluruh.

Pekerjaan dinyatakan telah selesai apabila telah diterima PIHAK PERTAMA, KONSULTAN

PENGAWAS, dan PEMBERI TUGAS, dan dinyatakan dalam:

a. Berita Acara Serah Terima Pertama untuk serah terima pertama pekerjaan selesai 100% (seratus
persen)

b. Berita Acara Serah Terima Terakhir untuk serah terima kedua pekerjaan selesai 100% (seratus
persen) dan sudah melalui masa pemeliharaan.

PASAL 10
DENDA DAN SANKSI

. Apabila PIHAK KEDUA melakukan pelanggaran atas Perjanjian, PIHAK KEDUA harus menjamin PIHAK
PERTAMA dari semua kerugian yang mengakibatkan PIHAK PERTAMA menjadi bertanggung jawab
berdasarkan Kontrak antara PEMBERI TUGAS dan PIHAK PERTAMA akibat pelanggaran PIHAK
KEDUA tersebut.

. Apabila PIHAK KEDUA melakukan pelanggaran tersebut dalam Pasal 2 ayat 1 SSU, tanpa
sepengetahuan PIHAK PERTAMA, PEMBERI TUGAS ataupun KONSULTAN PENGAWAS, maka
PIHAK PERTAMA akan langsung mengambil alih Pekerjaan.

PIHAK PERTAMA tanpa mengurangi tata cara perbaikan atas pelanggaran tersebut dalam ayat 1 dapat
memotong kerugian akibat pelanggaran tersebut dari pembayaran tagihan yang menjadi hak PIHAK
KEDUA.

. Apabila PIHAK KEDUA gagal dalam menyelesaikan setiap bagian pekerjaan atau keseluruhan

Pekerjaan dalam Jangka Waktu sesuai dengan rencana yang telah ada pada Lampiran di Perjanjian,
maka PIHAK KEDUA diwajibkan untuk membayarkan kepada PIHAK PERTAMA dengan jumlah
sebagaimana tersebut di Pasal 10 ayat 7 SSU. PIHAK PERTAMA berhak untuk memotong secara
langsung terhadap pembayaran yang belum dilaksanakan.

. Apabila PIHAK KEDUA melakukan pelanggaran sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 2 ayat 8 SSU

maka biaya demobilisasi dan mobilisasi kembali tidak akan dibayar.
. PIHAK PERTAMA berhak mengambil alih sebagian atau seluruh pekerjaan untuk dikerjakan sendiri
dan/atau diserahkan pada PIHAK KETIGA secara sepihak dalam hal PIHAK KEDUA:
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10.

1.

12.

18,

a. Tidak dapat memenuhi sumber daya (peralatan, SDM) yang telah disepakati dalam Dokumen
Subkontrak, sehingga mengakibatkan terlambatnya pekerjaan.
b. Dalam waktu 2 (dua) minggu tidak dapat mengejar keterlambatan pekerjaan dan/atau tidak dapat
memenuhi kesepakatan yang diputuskan dalam Rapat Koordinasi.
c. Biaya yang timbul akibat hal tersebut diatas menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA dan
dipotongkan langsung pada tagihan.
Denda Keterlambatan untuk setiap hari kalender pada penyelesaian setiap bagian Pekerjaan adalah:
0,1% (nol koma satu persen) dari nilai setiap bagian Perjanjian dan/atau maksimal 11,1% (sebelas koma
satu persen) dari keseluruhan harga dalam Perjanjian.
PIHAK KEDUA harus menyerahkan Pekerjaan sesuai mutu dan kualitas yang disyaratkan dan telah
disepakati. Bila mutu dan kualitas tersebut tidak sesuai, maka PIHAK PERTAMA berhak menolak
pekerjaan tersebut dan PIHAK KEDUA wajib memperbaiki atau mengganti pada waktu yang ditentukan
oleh PIHAK PERTAMA, tanpa ada biaya dan waktu tambahan dari PIHAK PERTAMA.
PIHAK KEDUA harus memberikan ganti rugi dan tetap melindungi PIHAK PERTAMA dan pekerjanya
terhadap tuntutan PIHAK KETIGA kepada PIHAK KEDUA yang diakibatkan oleh kelalaian PIHAK
KEDUA yang meliputi tidak terbatas pada setiap kerusakan, kehilangan atau kecelakaan yang timbul
termasuk terhadap setiap klaim, tuntutan, gugatan hukum, kerusakan, biaya dan segala akibatnya yang
disebabkan atau berkaitan dengan timbulnya persoalan tersebut.
Tanpa memperoleh izin, persetujuan dan/atau lisensi lain dari PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA
dilarang melakukan penggunaan, penggandaan, pengumuman, pendistribusian, dan/atau komunikasi
pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan dari setiap informasi, dalam bentuk tanda-tanda, isyarat,
tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya
(pesawat tanpa awak/drone) yang dibuatnya guna kepentingan sendiri oleh PIHAK KEDUA. Bilamana
PIHAK KEDUA melanggarnya maka setiap klaim, tuntutan, gugatan hukum, kerusakan, biaya dan segala
akibatnya yang disebabkan atau berkaitan dengan timbulnya persoalan tersebut menjadi tanggungjawab
PIHAK KEDUA.
Apabila PIHAK KEDUA dan/atau personil/perwakilan dalam pelaksanaan Pekerjaan fidak dapat
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 SSU, maka PIHAK KEDUA dan/atau
personil/perwakilan yang melanggar akan diberikan sanksi dengan pemberitahuan tertulis oleh PIHAK
PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dan atas biaya yang timbul sebagai akibat pemberlakuan sanksi
tersebut menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA sepenuhnya.
Denda keterlambatan pelaporan pajak PIHAK KEDUA ditanggung oleh PIHAK KEDUA dan akan
dipotongkan saat penagihan.
Apabila terindikasi terjadi penyimpangan dan / kecurangan, maka PIHAK PERTAMA berhak melakukan
penundaan atas transaksi sesuai dengan Per-Men BUMN No. Per-19/MBU/2012 tanggal 27 Desember
2012.
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PASAL 11
PEMUTUSAN PERJANJIAN

PIHAK PERTAMA berhak melakukan pemutusan Perjanjian secara sepihak tanpa menggunakan
ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdata, setelah PIHAK PERTAMA melakukan peringatan/teguran
tertulis 2 (dua) kali berturut-turut, tetapi PIHAK KEDUA tetap tidak mengindahkan dalam hal PIHAK
KEDUA sebagai berikut:

a.

Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak tanggal berlakunya Perjanjian tidak atau
belum mulai melaksanakan kegiatan dalam rangka memenuhi Pasal 2 Perjanjian, yang dibuktikan
dengan Surat Pernyataan memulai Pekerjaan yang diketahui oleh WAKIL dari PIHAK PERTAMA.
Tidak dapat menyelesaikan Pekerjaan sesuai dengan jangka waktu sebagaimana yang dimaksud
dalam Pasal 6 Perjanjian dan denda keterlambatan sudah mencapai 5% (lima persen) dari total
Harga Subkontrak Pekerjaan menurut Perjanjian.

Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender berturut-turut tidak melanjutkan pekerjaan di lapangan
yang telah dimulainya, kecuali apabila hal ini disebabkan oleh Keadaan Kahar atau hal-hal lain yang
menyebabkan tidak dapat terpenuhinya kewajiban PIHAK KEDUA menurut Perjanjian dan telah
disetujui oleh PIHAK PERTAMA.

Memberikan keterangan yang tidak benar yang dapat merugikan PIHAK PERTAMA sehubungan
dengan pelaksanaan Pekerjaan menurut Perjanjian.

Apabila prestasi Pekerjaan telah dilaksanakan antara 0% sampai 50% terlambat 15% dari rencana
dan apabila prestasi Pekerjaan yang dilaksanakan antara 50% sampai dengan 100% terlambat 10%
dari rencana.

PIHAK KEDUA tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA telah menyerahkan
pekerjaan baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain.

Apabila terjadi pemutusan Perjanjian secara sepihak oleh PIHAK PERTAMA karena hal-hal yang
diuraikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), PIHAK KEDUA tidak berhak lagi atas Harga
Subkontrak Pekerjaan yang belum dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA, kecuali atas Pekerjaan yang telah
dilaksanakan dan diterima dengan baik oleh PIHAK PERTAMA, maka dalam hal demikian:

a.

PIHAK PERTAMA berhak melakukan pencairan atas semua jaminan yang telah diberikan oleh
PIHAK KEDUA;

PIHAK PERTAMA berhak menunjuk pihak lain untuk melaksanakan atau menyelesaikan sisa
Pekerjaan;

PIHAK KEDUA hanya dapat menerima pembayaran yang besarannya tidak melebihi prestasi
Pekerjaan yang telah diselesaikan;

PIHAK KEDUA wajib membayar denda keterlambatan dan kewajiban lainnya;

PIHAK KEDUA wajib menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA semua arsip, gambar-gambar,
perhitungan-perhitungan, dan keterangan lainnya berkaitan dengan pelaksanaan Pekerjaan
menurut Perjanjian;
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f.  PIHAK PERTAMA secara sepihak dapat menggunakan semua sumber daya, baik peralatan maupun
material yang telah didatangkan oleh PIHAK KEDUA guna penyelesaian Pekerjaan (apabila
diperlukan).

3. Dalam hal terjadi pemutusan Perjanjian secara sepihak dari PIHAK PERTAMA sebagai akibat dari
PIHAK PERTAMA menghadapi masalah internal perusahaan PIHAK PERTAMA, dimana tidak perlu
dibuktikan kepada PIHAK KEDUA dengan ketentuan PIHAK PERTAMA akan menyampaikan
pemberitahuan tertulis 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal pemutusan Perjanjian dilakukan dengan
menyampaikan alasan pengakhiran Perjanjian.

4. Apabila terjadi pengakhiran Perjanjian berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat 3, maka PIHAK KEDUA
tetap akan dibayar oleh PIHAK PERTAMA atas semua Pekerjaan yang telah dilaksanakannya sampai
dengan tanggal pemutusan Perjanjian dan ditambah dengan jumlah yang dapat dibayar sepanjang
pekerjaan-pekerjaan atau jasa-jasa yang tercakup didalamnya telah dilaksanakan dan telah disahkan
oleh WAKIL PIHAK PERTAMA dan diketahui oleh PIHAK PERTAMA.

PASAL 12
PENUNDAAN PEKERJAAN

PIHAK KEDUA berdasarkan perintah tertulis dari PIHAK PERTAMA harus menunda kemajuan pekerjaan
atau bagian pekerjaan dalam waktu atau waktu tertentu, dan dalam cara sedemikian rupa yang dianggap
perlu oleh PIHAK PERTAMA.

PASAL 13
BERAKHIRNYA PERJANJIAN

1. Perjanijian berakhir apabila memenuhi salah satu dari kondisi sebagai berikut:
a. PARA PIHAK telah menyelesaikan seluruh Hak dan Kewajiban berdasarkan Perjanjian;
b. PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri Perjanjian;
¢. Salah satu PIHAK melanggar ketentuan — ketentuan yang diatur berdasarkan Perjanjian;
d. Terjadinya Keadaan Kahar (Force Majeure) yang tidak dapat diatasi oleh PARA PIHAK sehingga tidak
dimungkinkan untuk melanjutkan pelaksanaan Pekerjaan berdasarkan Perjanjian; dan/atau
e. Terjadinya hal - hal yang menyebabkan terjadinya Pemutusan Perjanjian sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11 SSU.
2. Dalam hal Perjanjian berakhir, maka PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal
1266 dan 1267 KUHPerdata.
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PASAL 14
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

. Keadaan Kahar (“Force Majeure”) menurut Perjanjian adalah keadaan atau peristiwa yang terjadi diluar
dugaan, kemampuan dan kekuasaan PARA PIHAK, yang mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan
kewajiban salah satu atau PARA PIHAK atau secara substansial menimbulkan beban yang berlebihan
dan tidak ekonomis bagi PIHAK KEDUA dalam melaksanakan kewajibanya akibat adanya kejadian
tersebut.

. Tanpa membatasi makna dari Pasal ini, Keadaan Kahar (Force Majeure) termasuk kejadian-kejadian
dan keadaan-keadaan berikut yang memenuhi syarat pada Pasal 14 ayat 1 SSU tersebut:

a. Keadaan Kahar Non-Pemerintah, termasuk namun tidak terbatas pada hal - hal sebagai berikut:

i.  Bencana Alam (Banjir, Letusan Gunung Berapi, Gempa Bumi, Tsunami, Tanah Longsor, Badai,
Kekeringan, Hujan Es, Gelombang Panas, Badai Tropis, Tornado, Kebakaran Liar dan Wabah
Penyakit).

i. Perang, Revolusi, Pemberontakan, Makar, Huru — Hara, Kerusuhan & Kekacauan (kecuali
dilakukan oleh Personil PIHAK KEDUA), Krisis Moneter, Terorisme, Mogok, Ledakan, Embargo,
Sabotase, Kapal Karam dalam Area Pekerjaan atau keadaan yang memiliki sifat serupa dan
bencana lainnya yang harus dinyatakan oleh Instansi yang berwenang; dan

b. Keadaan Kahar Pemerintah yaitu setiap tindakan dari Instansi Pemerintahan termasuk

Pengambilalihan Paksa, Perampasan atau Perubahan Hukum, yang mengakibatkan PIHAK KEDUA

tidak dapat melaksanakan haknya secara keseluruhan maupun secara sebagian berdasarkan

Perjanjian (kecuali tindakan Pemerintah tersebut merupakan suatu sanksi yang secara sah

dikenakan sebagai akibat pelanggaran Hukum yang berlaku oleh PIHAK KEDUA dan setiap tindakan

yang memiliki sifat serupa).
. Keadaan Kahar harus diberitahukan secara tertulis oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA
dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadi keadaan / peristiwa tersebut disertai dengan bukti-
bukti yang sah dari instansi yang berwenang.
. Apabila dalam kurun wakiu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat 3 SSU tersebut
terlampaui, maka keadaan Kahar (Force Majeure) yang terjadi dianggap tidak pernah ada.
. Atas pemberitahuan PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu
atas pemberitahuan dari PIHAK KEDUA serta akan memberikan tanggapan menyetujui atau menolak
secara tertulis Keadaan Kahar (Force Majeure) tersebut dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari
sejak diterimanya surat pemberitahuan tersebut.
. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak pemberitahuan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK
PERTAMA belum/tidak memberikan jawaban, maka PIHAK PERTAMA dianggap menyetujui adanya
Keadaan Kahar (Force Majeure).
. Apabila sebagai akibat adanya Keadaan Kahar (Force Majeure), Perjanjian diputuskan berdasarkan
persetujuan PARA PIHAK, maka kerugian yang timbul sebagai adanya Keadaan Kahar ( Force Majeure)
tersebut ditanggung oleh masing-masing pihak dan masing-masing pihak tidak dapat menuntut ganti
rugi apapun terhadap pihak lainnya.
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PASAL 15
ESKALASI/ PENYESUAIAN HARGA

PIHAK KEDUA tidak dapat mengajukan tuntutan/klaim atas kenaikan harga.

PASAL 16
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

. Apabila terjadi perbedaan pendapat dan/atau perselisihan diantara PARA PIHAK sebagai akibat dari
pelaksanaan Perjanjian, maka PARA PIHAK akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

. Apabila tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, maka PARA PIHAK sepakat untuk
menyelesaikan perselisinan tersebut melalui dan menurut Peraturan dan Prosedur Penyelesaian
Perselisihan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) di Jakarta yang keputusannya bersifat final dan
mengikat PARA PIHAK.

. Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari Pasal 16 ayat 1 dan ayat 2 SSU tersebut menjadi
tanggungjawab masing-masing PIHAK.

PASAL 17
PERLINDUNGAN ATAS HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

. PIHAK KEDUA harus menjaga untuk tidak merugikan dan melindungi PIHAK PERTAMA dari segala
tuntutan untuk menanggung persoalan yang menyangkut pelanggaran terhadap hak-hak paten, hak
cipta dan atau hak-hak lain yang dilindungi yang berkenaan dengan peralatan konstruksi, mesin-mesin
atau bahan-bahan yang digunakan sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Perjanijian.
. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan dari setiap keterangan yang berkaitan dengan
pekerjaan dalam Perjanjian.

. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menjamin keterangan setiap pekerjaan yang diterima atau
diperolehnya dengan cara apapun juga yang berkaitan dengan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal-Pasal Perjanjian, serta wajib menjamin bahwa keterangan yang didapat dipakai hanya untuk
membantu PIHAK KEDUA dalam melaksanakan kewajiban menurut Perjanjian serta apabila
dikehendaki oleh hukum.

PASAL 18
GRATIFIKAS! DAN ANTI PENYUAPAN

. Masing-masing PIHAK menjamin bahwa tidak akan secara langsung ataupun tidak langsung melakukan
pembayaran, pemberian, gratifikasi, atau komitmen kepada pejabat pemerintah, direksi dan pegawai
dari tiap PIHAK dengan cara yang berlawanan dengan Undang-undang yang berlaku dan harus
mematuhi semua undang-undang & peraturan, dan aturan tentang penyuapan dan korupsi.
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PIHAK KEDUA dilarang menawarkan, memberi atau setuju untuk memberi hadiah meliputi biaya
tambahan (fee), uang, barang, rabat (discount), komisi pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas
penginapan, perjalanan wisata, pengobatan gratis (bebas biaya), dan fasilitas lainnya kepada pegawai
PIHAK PERTAMA baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan
menggunakan sarana elektronik dan/atau tanpa sarana elektronik, dengan maksud untuk mendapatkan
Perjanjian atau untuk mendapatkan kemudahan/perlakuan khusus dalam melaksanakan Pekerjaan
sehubungan dengan Perjanjian.

Apabila terindikasi penyimpangan dan/atau kecurangan terhadap ketentuan Pasal 16 ayat 1 SSU oleh
PIHAK KEDUA atau pegawainya atau orang yang bekerja, maka PIHAK PERTAMA berhak melakukan
tindakan sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-19/MBU/2012 tanggal 27 Desember 2012
tentang Pedoman Penundaan Transaksi Bisnis Yang Terindikasi Penyimpangan Dan/Atau Kecurangan,
dan dapat mengakibatkan dibatalkannya Perjanjian oleh PIHAK PERTAMA dan biaya-biaya yang timbul
akibat pembatalan Perjanjian menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA. Semua tahapan yang ada di
dalam perjanjian pekerjaan ini tidak boleh / tidak memberi peluang adanya unsur gratifikasi
Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut Pasal 16 ayat 1 dan 2 SSU oleh PIHAK KEDUA atau
pegawainya atau orang yang bekerja untuknya dapat mengakibatkan dibatalkannya Perjanjian oleh
PIHAK PERTAMA dan biaya-biaya yang timbul akibat pembatalan Perjanjian menjadi tanggung jawab
PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA wajib menyerahkan Pakta Integritas Rekanan dan Uji Kelayakan Anti Penyuapan kepada
PIHAK PERTAMA yang ditandatangani oleh wakil yang berwenang dari PIHAK KEDUA selambatnya
pada saat penanda tanganan Perjanjian.

PASAL 19
HUKUM DAN BAHASA

Perjanjian berlaku dan tunduk pada hukum Republik Indonesia.

Pelaksanaan Perjanjian termasuk tetapi tidak terbatas pada korespondensinya menggunakan Bahasa
Indonesia.

Dalam hal Perjanjian dibuat/diterjemahkan dalam versi bahasa Inggris atau Bahasa lainnya, maka dalam
hal terdapat penafsiran yang berbeda atas suatu ketentuan Perjanjian, yang berlaku adalah Perjanijian
dan/atau Dokumen Subkontrak yang dibuat dalam bahasa Indonesia.

PASAL 20
URUTAN KEBERLAKUAN

Seluruh dokumen yang ada di dalam Dokumen Subkontrak bersifat mengikat serta saling melengkapi dan
apabila di dalamnya terdapat ketidakcocokan, perbedaan atau ketidakjelasan, maka PIHAK PERTAMA akan
memberikan penjelasan dan instruksi kepada PIHAK KEDUA dengan tidak merubah Dokumen Subkontrak
dan sesuai urutan prioritas (order of priority) sebagai berikut:

1

Amandemen Perjanjian; (apabila ada)
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Perjanjian;

Syarat-syarat Khusus Kontrak;

Syarat-syarat Umum Kontrak;

Syarat — syarat administrasi Perjanjian; (apabila ada)

Surat Penunjukan Pemenang Tender;

Surat Perintah Mulai Kerja/SPMK; (apabila ada)

Lampiran-lampiran lain yang disepakati untuk dilampirkan sebagai Dokumen Subkontrak;
a. Schedule dan Struktur Organisasi;

b. Daftar Uraian Pengadaan, Volume dan Daftar Harga Satuan (Bills of Quantities/BoQ);
¢. Gambar - Gambar dan Spesifikasi Teknis; (apabila ada)

9. Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi/Risalah Rapat/Minute of Meeting.

10. Surat Penawaran Harga;

11. Berita Acara Rapat Penjelasan Tender (Aanwijzing);

12. Dokumen Tender

13. Dokumen lainnya yang menjadi kesepakatan PARA PIHAK.
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PASAL 21
KEWENANGAN PENANDATANGANAN

PARA PIHAK sepakat menetapkan pejabat-pejabat yang mewakili masing-masing pihak untuk
menandatangani dokumen-dokumen yaitu sebagai berikut:
1. Penandatangan BAPP :

a. PIHAK PERTAMA menunjuk Project Manager

b. PIHAK KEDUA menunjuk Director
2. Penandatangan BAST I (PHO) dan BAST Il (FHO) :

a. PIHAK PERTAMA menunjuk GM Departemen Energi dan Industrial

b. PIHAK KEDUA menunjuk Direktur
3. Penandatangan BAP & Kuitansi:

¢. PIHAK PERTAMA menunjuk GM Departemen Energi dan Industrial

d. PIHAK KEDUA menunjuk Direktur
PARA PIHAK sepakat pejabat-pejabat tersebut di atas mempunyai kompetensi dan kewenangan sehingga
apabila pejabat tersebut tidak berwenang menandatangani maka masing-masing PIHAK tetap bertanggung
jawab atas dokumen yang ditanda tangani.
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PASAL 22
PENGGUNAAN PRODUKSI DALAM NEGERI

1. Penggunaan Produksi Dalam Negeri

a.

f.

Dalam pelaksanaan pekerjaan ini, Pihak Kedua berkewajiban mengutamakan material/bahan produksi
dalam negeri dan tenaga kerja Indonesia untuk pekerjaan yang dilaksanakan di Indonesia sesuai
dengan yang telah disampaikan pada saat penawaran.

. Dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi, bahan baku, tenaga kerja konstruksi, dan perangkat lunak

yang digunakan mengacu kepada dokumen:

i. Formulir rekapitulasi perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan Harga Evaluasi Akhir
(HEA) untuk Pihak Kedua yang mendapat preferensi harga; dan

ii. Daftar barang yang diimpor, jika ada barang yang diimpor.

. Pengadaan barang impor dapat dilakukan, dalam hal:

i. barang tersebut belum dapat diproduksi di dalam negeri; atau
ii. volume produksi dalam negeri tidak mampu memenuhi kebutuhan; atau
iii.barang substitusi impor tidak tersedia di dalam negeri.

. Nilai TKDN sebagaimana dimaksud pada ayat 1.b.i. mengacu pada daftar inventarisasi barang/jasa

produksi dalam negeri yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang perindustrian

. Tim TKDN dan Satuan Pengawas Internal (SPI) ADHI akan melakukan monitoring, pengawasan

penggunaan produk dalam negeri dengan memperhatikan konsistensi dan komitmen TKDN dari Pihak
Kedua pada saat mengikuti lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Monitoring dan pengawasan pengadaan barang dan jasa meliputi pencapaian TKDN dan PDN.

g. Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan ditemukan ketidaksesuaian dengan dokumen pada Pasal 22 ayat

1.b, maka Penyedia akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
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